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A. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
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LAMPI

RAN II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
I. KELAYAKAN OPERASI (B)
1. Surat Izin . Memiliki alokasi usaha kapal penangkap 7 Hari 1. Memenuhi kelaikan kapal 1 tahun . Kapal Gubernur
Penangkapan lkan ikan yang tercantum dalam perizinan perikanan yang dibuktikan musim penang-
berusaha dengan Sertifikat Kelaikan Kapal | penang- kap ikan
. Memiliki Buku Kapal Perikanan Perikanan kapan berukur-
. Menyampaikan permohonan paling 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, ikan an di atas
sedikit memuat informasi: setiap kali akan berlayar 5 (lima)
3. Mengisi Log Book Penangkapan gross
a. Daerah penangkapan ikan Ikan dan melaporkannya setiap tonnage
b. Pelabuhan Pangkalan dan kali mendaratkan ikan sampai
c. Nama kapal pengangkut ikan mitra, 4. Memiliki Surat Tanda Bukti dengan 30
untuk yang diperbolehkan Lapor Kedatangan Kapal {tiga
melakukan alih muatan sesuai puluh)
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Jangka Waktu

No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8)
ketentuan peraturan perundang . Melaporkan hasil penghitungan gross
undangan sendiri jenis dan berat ikan tonnage
. Membayar Penerimaan Negara Bukan hasil tangkapan, setiap kali (khusus
Pajak atas pemanfaatan sumber daya mendaratkan ikan Provinsi
alam perikanan sesuai ketentuan - Membayar Penerimaan Negara Aceh
peraturan perundang-undangan, jika Bukan Pajak atas pemgnfaatan ukuran
Penerimaan Negara Bukan Pajak sumbt.er daya alam perikanan kapal
dikenakan sebelum mendapatkan sesuai ketentuan peraturan penang-
p
.. perundang-undangan, jika kap ikan
perizinan berusaha P . N Buk .
enerimaan Negara Bukan sesuai
Pajak dikenakan setelah dengan
mendapatkan perizinan ketentu-
berusaha an

. Mengaktifkan transmitter peraturan
Sistem Pemantauan Kapal perun-
Perikanan dang-

. Memenuhi ketentuan terkait undangan
pengawakan kapal perikanan mengenai
sesuai ketentuan peraturan Pemerinta
perundang-undangan han Aceh)

. Mendaratkan ikan hasil dan
tangkapan di Pelabuhan . Daerah
Pangkalan sesuai ketentuan penang-
peraturan perundang-undangan kapan

ikan di
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No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8)
10.Memiliki Surat Izin Penempatan WPPNRI
Rumpon, bagi yang paling
menempatkan rumpon dan jauh 12
11.Memenuhi ketentuan terkait (dua
alih muatan, bagi yang belas) mil
diperbolehkan melakukan alih laut di
muatan sesuai ketentuan wilayah
peraturan perundang-undangan adminis-
trasi
provinsi
yang
bersang-
kutan
. Memiliki alokasi usaha kapal penangkap 4 Hari 1. Memenuhi kelaikan kapal 1 tahun . Kapal Menteri/
ikan yang tercantum dalam perizinan perikanan yang dibuktikan musim penang- Kepala
berusaha dengan Sertifikat Kelaikan Kapal | penang- kap ikan Badan
. Memiliki Buku Kapal Perikanan dan Perikanan kapan beruku-
. Menyampaikan permohonan yang paling 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, ikan ran di
sedikit memuat informasi: setiap kali akan berlayar atas 5
a. Daerah penangkapan ikan 3. Mengisi log book penangkapan (lima)
b. Pelabuhan Pangkalan dan ikan dan melaporkannya setiap gross
c. Nama kapal pengangkut ikan mitra, kali mendaratkan ikan tonnage
untuk yang diperbolehkan 4. Memiliki Surat Tanda Bukti dan
melakukan alih muatan sesuai Lapor Kedatangan Kapal . Daerah
penang-
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perizinan berusaha

sumber daya alam perikanan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, jika
Penerimaan Negara Bukan
Pajak dikenakan setelah
mendapatkan perizinan
berusaha

. Mengaktifkan transmitter

Sistem Pemantauan Kapal
Perikanan

. Memenuhi ketentuan terkait

pengawakan kapal perikanan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

. Mendaratkan ikan hasil

tangkapan di Pelabuhan

No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
ketentuan peraturan perundang Perikanan, setiap kali kapal tiba kapan
undangan di Pelabuhan Pangkalan ikan pada
4. Membayar Penerimaan Negara Bukan . Melaporkan hasil penghitungan WPPNRI
Pajak atas pemanfaatan sumber daya sendiri jenis dan berat ikan di atas 12
alam perikanan sesuai ketentuan hasil tangkapan, setiap kali (dua belas
peraturan perundang-undangan, jika mendaratkan ikan mil laut
Penerimaan Negara Bukan Pajak . Membayar Penerimaan Negara dan/atau
dikenakan sebelum mendapatkan Bukan Pajak atas pemanfaatan laut lepas

SK No 148280 C
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No

Nomeklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa
Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pangkalan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
10.Terdaftar dan memenuhi
ketentuan regional fisheries
management organizations, bagi
kapal penangkap ikan yang
menangkap tuna dan sejenisnya
di wilayah konvensi dan/atau
kompetensi Regional Fisheries
Management Organizations
11.Memiliki Surat Izin Penempatan
Rumpon, bagi yang
menempatkan rumpon dan
12.Memenuhi ketentuan terkait
alih muatan, bagi yang
diperbolehkan melakukan alih
muatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

Surat Izin Kapal
Pengangkut Ikan

Untuk Angkutan Laut Dalam Negeri untuk
Barang Khusus

1. Memiliki alokasi usaha kapal
pengangkut ikan yang tercantum dalam
perizinan berusaha

2. Memiliki Buku Kapal Perikanan dan

7 Hari

1. Memenuhi kelaikan kapal
perikanan yang dibuktikan
dengan Sertifikat Kelaikan Kapal
Perikanan

2. Memiliki Persetujuan Berlayar,

setiap kali akan berlayar

1 tahun
musim
penang-
kapan
ikan

. Kapal
pengang-
kut ikan
beruku-
ran di
atas 5

Gubernur
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No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8)
3. Menyampaikan permohonan yang . Memiliki Surat Tanda Bukti (lima)

memuat paling sedikit informasi: Lapor Kedatangan Kapal gross

a. Tipe operasi kapal pengangkut ikan Perikanan, setiap kali kapal tiba tonnage

b. Jenis muatan ikan yang diangkut di Pelabuhan Pangkalan sampai

c. Daerah penangkapan ikan . Melaporkan jenis dan berat ikan dengan 30

d. Pelabuhan Muat muatan (tiga

e. Pelabuhan Pangkalan dan . Membayar Penerimaan Negara puluh)

f. Nama kapal penangkap ikan mitra, Bukan Pajak atas pemanfaatan gross
untuk yang diperbolehkan sumber daya alam perikanan tonnage
melakukan alih muatan sesuai sesuai ketentuan peraturan (khusus
ketentuan peraturan perundang- perundang-undangan, jika Provinsi
undangan Penerimaan Negara Bukan Aceh

. Perjanjian kerja sama pengangkutan Pajak dikenakan setelah ukuran
antara pemilik dengan mitranya, kecuali mendapatkan perizinan kapal
untuk mengangkut ikan milik sendiri berusaha pengang-
dan . Mengaktifkan transmitter kut ikan

. Membayar Penerimaan Negara Bukan Sistem Pemantauan Kapal sesuai

Pajak atas pemanfaatan sumber daya Perikanan dengan

alam perikanan sesuai ketentuan . Memenuhi ketentuan terkait ketentuan

peraturan perundang-undangan, jika pengawakan kapal perikanan peraturan

Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan per-

dikenakan sebelum mendapatkan perundang-undangan undang-

perizinan berusaha . Memuat dan mendaratkan ikan undangan
sesuai ketentuan peraturan mengenai
perundang-undangan dan Pemerinta
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No

Nomeklatur PB UMKU

Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban
Penerbitan

Masa
Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3) (4) (S)

(6)

(7)

9. Memenuhi ketentuan terkait
alih muatan, bagi kapal
pengangkut ikan yang
diperbolehkan melakukan alih
muatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

han Aceh)
dan
. Beropera-

si di:

a. WPPN-
RI
paling
jauh
12
(dua
belas)
mil
laut di
wila-
yah
admi-
nistra-
si
Provin-
si yang
ber-
sang-
kutan,
untuk
Kapal
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No

Nomeklatur PB UMKU

Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban
Penerbitan

Masa
Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3) (4) (5)

(6)

(7)

8)

peng-
angkut
ikan
yang
ber-
operasi
dari
daerah
pe-
nang-
kapan
ikan
ke
Pela-
buhan
Pang-
kalan
atau

b. Wila-
yah
admini
strasi
Provin-
si yang
bersa-
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Nomeklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa
Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7

(8)

ngku-
tan
untuk
kapal
penga-
ngkut
ikan
yang
ber-
operasi
antar
Pelabu
han
Pang-
kalan

Untuk Angkutan Laut Dalam Negeri untuk
Barang Khusus

1. Memiliki alokasi usaha kapal
pengangkut ikan yang tercantum dalam
perizinan berusaha

2. Memiliki Buku Kapal Perikanan dan

3. Menyampaikan permohonan yang
memuat paling sedikit informasi:

a. Tipe operasi kapal pengangkut ikan
b. Jenis muatan ikan yang diangkut

4 Hari

. Memenuhi kelaikan kapal

perikanan

. Memiliki Persetujuan Berlayar,

setiap kali akan berlayar

. Memiliki Surat Tanda Bukti

Lapor Kedatangan Kapal
Perikanan, setiap kali kapal tiba
di Pelabuhan Pangkalan

. Melaporkan jenis dan berat ikan

muatan

1 tahun
musim
penang-
kapan
ikan

Untuk
Angkutan
Laut Dalam
Negeri untuk
Barang
Khusus

1.

Kapal

pengang-
kut ikan

Menteri/
Kepala
Badan
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No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
c. Daerah penangkapan ikan . Membayar Penerimaan Negara beruku-
d. Pelabuhan Muat Bukan Pajak atas pemanfaatan ran di
e. Pelabuhan Pangkalan dan sumber daya alam perikanan atas 5
f. Nama kapal penangkap ikan mitra, sesuai ketentuan peraturan (lima)
untuk yang diperbolehkan perundang-undangan, jika gross
melakukan alih muatan sesuai Penerimaan Negara Bukan tonnage
ketentuan peraturan perundang- Pajak dikenakan setelah dan
undangan mendapatkan perizinan . Beropera-
4. Perjanjian kerja sama pengangkutan berusaha si di:
antara pemilik dengan mitranya, kecuali . Mengaktifkan transmitter a. WPPN
untuk mengangkut ikan milik sendiri Sistem Pemantauan Kapal RI
dan Perikanan paling
5. Membayar Penerimaan Negara Bukan . Memenuhi ketentuan terkait jauh
Pajak atas pemanfaatan sumber daya pengawakan kapal perikanan 12 mil
alam perikanan sesuai ketentuan sesuai ketentuan peraturan laut
peraturan perundang-undangan, jika perundang-undangan lintas
Penerimaan Negara Bukan Pajak . Memuat dan mendaratkan ikan provin-
dikenakan sebelum mendapatkan sesuai ketentuan peraturan si, di
perizinan berusaha perundang-undangan dan atas
. Memenubhi ketentuan terkait 12
Untuk Angkutan Laut Luar Negeri untuk ?,gsgr:;;;irtl’j}?:flyl;izal g::ielil:s)
Barang Khusus: diperbolehkan melakukan alih mil
muatan sesuai ketentuan laut,
peraturan perundang-undangan dan/

SK No 148286 C
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No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8)
. Memiliki alokasi usaha kapal atau
pengangkut ikan yang tercantum dalam laut
perizinan berusaha lepas
. Menyampaikan permohonan yang untuk
memuat paling sedikit informasi: kapal
a. Jenis muatan ikan yang diangkut peng-
b. Pelabuhan peMuat angkut
c. Pelabuhan Pangkalan ikan
d. Pelabuhan negara tujuan dan yang
e. Daftar nama perusahaan perikanan ber-
yang membutuhkan jasa operasi
pengangkutan ikan, yang dilengkapi dari
dengan perjanjian kerja sama yang daerah
disahkan notaris bagi kapal pe-
pengangkut ikan yang mengangkut nang-
ikan bukan milik sendiri kapan
. Untuk kapal pengangkut ikan ikan
berbendera Indonesia, dilengkapi ke Pe-
dengan persyaratan tambahan berupa labuh-
Buku Kapal Perikanan an
. Untuk kapal pengangkut ikan Pang-
berbendera asing dilengkapi dengan kalan
persyaratan tambahan: atau
b. Antar
pro-

SK No 148287 C
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No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
a. Surat izin usaha pelayaran vinsi,
(SIUPAL)/surat izin usaha keagenan untuk
kapal (SIUPKK) kapal
b. Surat penunjukan keagenan kapal peng-
dari pemilik kapal angkut
c. Dokumen dari negara asal kapal ikan
pengangkut ikan yang memuat yang
informasi: ber-
1) Identitas pemilik kapal pengangkut operasi
ikan antar
2) Identitas kapal pengangkut ikan: Pe-
dan labuh-
3) Nakhoda dan daftar anak buah an
kapal yang dilengkapi dengan Pang-
paspor dan/atau buku pelaut kalan
5. Membayar Penerimaan Negara Bukan
Pajak atas pemanfaatan sumber daya Untuk
alam perikanan sesuai ketentuan Angkutan
peraturan perundang-undangan, jika Laut Luar
Penerimaan Negara Bukan Pajak Negeri untuk
dikenakan sebelum mendapatkan Barang
perizinan berusaha Khusus:
1. Kapal
pengang-
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No

Nomeklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa
Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

kut ikan
ber-
ukuran
paling
kecil 20
(dua
puluh)
gross
tonnage
dan

. Ber-
operasi
antar-
negara

Surat Izin Kapal
Pendukung Operasi
Penangkapan lkan

1. Memiliki alokasi usaha kapal

pendukung operasi penangkapan ikan
yang tercantum dalam perizinan
berusaha

. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan

dalam satu kesatuan usaha yang
membutuhkan dukungan operasi
penangkapan ikan

3. Memiliki Buku Kapal Perikanan

7 Hari

1. Memenuhi kelaikan kapal
perikanan yang dibuktikan
dengan Sertifikat Kelaikan Kapal
Perikanan

2. Memiliki Persetujuan Berlayar,

setiap kali akan berlayar

3. Memiliki Surat Tanda Bukti

Lapor Kedatangan Kapal
Perikanan, setiap kali kapal tiba
di Pelabuhan Pangkalan

1 tahun
musim
penang-
kapan
ikan

. Kapal
pen-
dukung
operasi
penang-
kapan
ikan ber-
ukuran di
atas 5
(lima)

Gubernur

SK No 148289 C
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No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8)
4. Menyampaikan permohonan yang paling 4. Membayar Penerimaan Negara gross
sedikit memuat informasi: Bukan Pajak atas pemanfaatan tonnage
a. Daerah penangkapan ikan sumber daya alam perikanan sampai
b. Pelabuhan Pangkalan dan sesuai ketentuan peraturan dengan 30
c. Nama kapal penangkap ikan yang perundang-undangan, jika (tiga
membutuhkan dukungan operasi Penerimaan Negara Bukan puluh)
penangkapan ikan Pajak dikenakan setelah gross
. Membayar Penerimaan Negara Bukan mendapatkan perizinan tonnage
Pajak atas pemanfaatan sumber daya berusaha (khusus
alam perikanan sesuai ketentuan . Mengaktifkan transmitter Provinsi
peraturan perundang-undangan, jika Sistem Pemantauan Kapal Aceh
Penerimaan Negara Bukan Pajak Perikanan dan ukuran
dikenakan sebelum mendapatkan . Memenuhi ketentuan terkait kapal
perizinan berusaha pengawakan kapal perikanan pendu-
sesuai ketentuan peraturan kung
perundang-undangan operasi
penangka
pan ikan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
per-
undang-
undangan

SK No 148290 C
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No

Nomeklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa
Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

mengenai
Pemerinta
han Aceh)
dan

. Ber-
operasi di
WPPNRI
paling
jauh 12
(dua
belas) mil
laut di
wilayah
adminis-
trasi
provinsi
yang ber-
sangkut-
an

1. Memiliki alokasi usaha kapal
pendukung operasi penangkapan ikan
yang tercantum dalam perizinan
berusaha

2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan

dalam satu kesatuan usaha yang

4 Hari

1. Memenuhi kelaikan kapal
perikanan yang dibuktikan
dengan Sertifikat Kelaikan Kapal
Perikanan

2. Memiliki Persetujuan Berlayar,

setiap kali akan berlayar

1 tahun
musim
penang-
kapan
ikan

. Kapal
pen-
dukung
operasi
pe-
nangkap-

Menteri/
Kepala
Badan
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No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
membutuhkan dukungan operasi 3. Memiliki Surat Tanda Bukti an ikan
penangkapan ikan Lapor Kedatangan Kapal ber-
. Memiliki Buku Kapal Perikanan Perikanan, setiap kali kapal tiba ukuran di
. Menyampaikan permohonan yang paling di Pelabuhan Pangkalan atas 5
sedikit memuat informasi: 4. Membayar Penerimaan Negara (lima)
a. Daerah penangkapan ikan Bukan Pajak atas pemanfaatan gross
b. Pelabuhan Pangkalan dan sumber daya alam perikanan tonnage
c. Nama kapal penangkap ikan yang sesuai ketentuan peraturan dan
membutuhkan dukungan operasi perundang-undangan, jika 2. Ber-
penangkapan ikan Penerimaan Negara Bukan operasi di
. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah atas 12
Pajak atas pemanfaatan sumber daya mendapatkan perizinan (dua
alam perikanan sesuai ketentuan berusaha belas) mil
peraturan perundang-undangan, jika 5. Mengaktifkan transmitter laut
Penerimaan Negara Bukan Pajak Sistem Pemantauan Kapal dan/atau
dikenakan sebelum mendapatkan Perikanan dan laut lepas
perizinan berusaha 6. Memenuhi ketentuan terkait
pengawakan kapal perikanan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
4. *Surat Izin Membangun . Dokumen rencana 7 Harni Laporan pelaksanaan Selama 1. Wilayah Gubernur
Bangunan dan/atau pembangunan/penempatan bangunan pembangunan/ penempatan masa perairan <
Instalasi di Perairan . Bukti pembayaran Penerimaan Negara berlaku 12 mil
Bukan Pajak/ retribusi selain ke-

SK No 148292 C
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No

Nomeklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa
Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(*berlaku untuk
seluruh KBLI)

Bangunan dan/atau Instalasi di

Perairan

perizinan
berusaha

wenangan
Menteri
dan

. Usaha
mikro

. Kawasan
perairan
>12 mil

. Kawasan
perairan
<12 mil
dengan
kriteria:
a. Usaha

kecil,
mene-
ngah,
atau
besar
b. Kawa-
san
Strate-
gis
Nasio-
nal

Menteri/
Kepala badan
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No

Nomeklatur PB UMKU

Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban
Penerbitan

Masa
Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

3) 4) (5)

(6)

(7

(8)

c. Kawa-
san
Strate-
gis
Nasio-
nal
Ter-
tentu

d. Kawa-
san
kon-
servasi
per-
airan
nasio-
nal
atau

e. Kawa-
san
lintas
pro-
vinsi

*Surat Izin
Membongkar

7 Hari

Selama
masa

1. Wilayah
perairan s

Gubernur
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No

Nomeklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa
Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

2)

3)

4)

(S)

(6)

(7)

(8)

Bangunan dan/atau
Instalasi di Perairan

(*berlaku untuk
seluruh KBLI)

1. Dokumen rencana pembangunan/
penempatan Bangunan dan/atau
Instalasi di Perairan

2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak/ retribusi

Laporan pelaksanaan pembokaran
Bangunan dan/atau Instalasi di
Perairan

berlaku
perizinan
berusaha

12 mil
selain
kewena-
ngan
Menteri
dan

. Usaha
mikro

. Kawasan
perairan
>12 mil
atau

. Kawasan
perairan
<12 mil
dengan
kriteria:
a. Usaha

kecil,
mene-
ngah,
atau
besar
b. Kawa-
san

Menteri/
Kepala
Badan
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Nomeklatur PB UMKU

Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban
Penerbitan

Masa
Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

{3) (4) (5)

(6)

(7)

(8)

Strate-
gis
Nasio-
nal

c. Kawa-
san
Strate-
gis
Nasio-
nal
Ter-
tentu

d. Pe-
nyerta-
an
Modal
Asing

e. Kawa-
san
kon-
servasi
per-
airan
nasio-
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No

Nomeklatur PB UMKU

Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban
Penerbitan

Masa
Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3) (4) (5)

(6)

(7)

(8)

nal
atau

f. Kawa-
san
lintas
provin-
si

*Surat Izin
Perpanjangan jangka
waktu pemanfaatan
bangunan dan/atau
instalasi di Perairan

(*berlaku untuk
seluruh KBLI)

Surat Izin Membangun Bangunan dan/atau 7 Hari Laporan pemanfaatan Bangunan
Instalasi di Perairan sebelumnya dan/atau Instalasi di Perairan

Selama
masa
berlaku
perizinan
berusaha

. Wilayah
perairan <
12 mil
selain
kewenang
an
Menteri
dan

. Usaha
mikro

Gubernur

. Kawasan
perairan
>12 mil
atau

. Kawasan
perairan
<12 mil di

Menteri/
Kepala
Badan
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No

Nomeklatur PB UMKU

Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban
Penerbitan

Masa
Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3) 4) (5)

(6)

(7)

(8)

luar
kewena-
ngan
Menteri
dengan
kriteria:
a. Usaha
kecil,
mene-
ngah,
atau
besar
b. Kawa-
san
Strate-
gis
Nasio-
nal
c. Kawa-
san
Strate-
gis
Nasio-
nal
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No

Nomeklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa
Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Ter-
tentu

d. Kawa-
san
kon-
servasi
per-
airan
nasio-
nal
atau

e. Kawa-
san
lintas
provin-
si

I1. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)

7.

Sertifikat Penerapan
Distribusi Ikan

1.

2.

Memenuhi standar penerapan distribusi
ikan

Surat keterangan mengikuti
sosialisasi/bimbingan teknis cara
distribusi ikan yang baik

Memiliki panduan cara distribusi ikan
yang baik unit usahanya

10 Hari

1.

Menerapkan cara distribusi ikan
yang baik secara konsisten dan

. Menyampaikan laporan kegiatan

usaha setiap tahun atau

sewaktu-waktu jika diperlukan

yang memuat paling sedikit:

a. Jenis dan kapasitas sarana
dan prasarana

4 tahun

Seluruh

Menteri/
Kepala
Badan
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I1.A.24

Baik

Data umum

Data budidaya dan produksi

Data personel

Data fasilitas

Gambar tata letak/layout bangunan
dan unit pembudidayaan ikan dan
Standar operasional prosedur dan
formulir pencatatan budidaya ikan

oo o

lee}

usaha setiap 6 (enam) bulan

sekali atau sewaktu-waktu

apabila diperlukan yang

memuat paling sedikit:

a. Identitas
pemilik/perusahaan

b. Teknologi yang digunakan

c. Jenis sarana dan prasarana
yang digunakan

d. Penggunaan tenaga kerja
dan

e. Perkembangan usaha
pembudidayaan ikan

No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) 3) 4) (S) (6) (7) (8)
4. Laporan hasil penilaian cara distribusi b. Teknologi yang digunakan
ikan yang baik sesuai ketentuan dalam kegiatan distribusi
peraturan perundang-undangan ikan
c. Tenaga kerja
d. Asal dan tujuan distribusi
ikan dan
e. Jenis dan volume ikan
8. Sertifikasi Cara 1. Struktur organisasi dan uraian tugas 10 Hari . Menerapkan cara budidaya ikan 4 tahun | Seluruh Menteri/
Budidaya Ikan yang 2. Data unit pembudidayaan ikan, antara yang baik secara konsisten dan Kepala
lain: . Menyampaikan laporan kegiatan Badan

SK No 148300 C
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No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
9. Sertifikat Cara . Sertifikat pelatihan cara penanganan 10 Hari 1. Menerapkan cara penanganan 4 tahun | Seluruh Menteri/
Penanganan lkan yang ikan yang baik untuk kegiatan usaha ikan yang baik secara konsisten ukuran Kepala
Baik penangkapan dan pengangkutan ikan di dan Kapal Badan
laut . Menyampaikan laporan kegiatan Penangkap
. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan usaha Ikan dan
Kapal
Pengangkut
Ikan yang
menangkap
atau
mengangkut
jenis ikan
tertentu
10. | Sertifikasi . Standar operasional prosedur dan 10 Hari . Menerapkan cara pembenihan 4 tahun | Seluruh Menteri/
Cara Pembenihan Ikan formulir pencatatan pembenihan ikan ikan yang baik secara konsisten Kepala
yang Baik . Gambar layout bangunan dan petakan dan Badan
unit pembenihan ikan . Menyampaikan laporan kegiatan
. Data struktur organisasi dan uraian usaha pembenihan ikan setiap 6
tugas (enam) bulan sekali atau
. Dokumen yang memuat, antara lain: sewaktu-waktu apabila
a. Jenis ikan diperlukan yang memuat paling
b. Sarana dan prasarana yang dimiliki sedikit:
c. Teknologi pembenihan yang a. Standar pelaksanaan usaha
digunakan dan dan

SK No 148301 C
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No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
d. Rencana jumlah dan ukuran hasil b. Perkembangan kegiatan
produksi usaha
. Data Manajer Pengendali Mutu (MPM)

11. | Sertifikat Cara . Struktur organisasi dan uraian tugas, 10 Hari 1. Menjaga konsistensi penerapan 4 tahun | Seluruh Menteri/
Pembuatan Pakan lkan meliputi: prinsip-prinsip cara pembuatan Kepala
yang Baik (CPPIB) a. Bagian produksi dan pakan ikan yang baik dan Badan

b. Bagian mutu 2. Menyampaikan laporan kegiatan
. Gambar tata letak ruangan usaha
. Formulir data umum produsen pakan

ikan yang telah diisi meliputi:

a. Identitas pemohon

b. Data bahan pakan ikan

c. Data produksi

d. Data proksimat dan

e. Data SOP

12. | Sertifikat Penerapan . Manual Hazard Analysis and Critical 10 Hari 1. Menjaga konsistensi penerapan 4 tahun | Seluruh Menteri/
Program Manajemen Control Point yang telah divalidasi Program Persyaratan Dasar Kepala
Mutu Terpadu/Hazard . Hasil audit internal (PPD), Sistem Hazard Analysis Badan
Analysis and Critical . Sertifikat Penerapan Program and Critical Control Point, dan
Control Point Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Sistem Ketertelusuran dan

Analysis and Critical Control Point yang 2. Mnyampaikan laporan kegiatan
masih berlaku (khusus permohonan usaha

SK No 148302 C
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No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) 3) 4) (5) (6) ) (8)

penambahan ruang lingkup dan
perpanjangan)

. Nomor registrasi negara mitra bagi UPI
yang mengalami penurunan peringkat
Sertifikat Penerapan Program
Manajemen Mutu Terpadu/Hazard
Analysis and Critical Control Point
(khusus permohonan peninjauan ulang
peringkat)

. Kontrak atau permintaan dari negara
tujuan ekspor (khusus permohonan
peninjauan ulang peringkat)

. Laporan hasil pembinaan

13. | Sertifikat Cara . Gambar site plan gudang dan tata letak 10 Hari . Menerapkan prinsip-prinsip 4 tahun | Seluruh Menteri/
Distribusi Obat Ikan (layout) ruangan cara distribusi obat ikan yang Kepala
yang Baik (CDOIB) . Memiliki sarana pengangkutan yang baik secara konsisten dan Badan

layak dan memadai sesuai jenis sediaan . Menyampaikan laporan kegiatan
obat ikan usaha setiap 6 (enam) bulan

. Formulir data dan persyaratan cara sekali atau sewaktu-waktu
distribusi obat ikan yang baik yang telah apabila diperlukan yang
diisi meliputi: memuat paling sedikit:
a. Identitas pemohon a. Standar pelaksanaan usaha
b. Persyaratan cara distribusi obat ikan dan

yang baik:
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yang Baik (CPOIB)

. Formulir data dan persyaratan cara

pembuatan obat ikan yang baik yang
telah diisi meliputi:
a. Identitas pemohon
b. Persyaratan cara pembuatan obat
ikan yang baik:
1) Manajemen mutu

. Menyampaikan laporan kegiatan
usaha setiap 6 (enam) bulan
sekali atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan yang
memuat paling sedikit:

No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) 3) (4 (S) (6) (7) (8)
1) Manajemen mutu b. Perkembangan kegiatan
2) Organisasi, manajemen dan usaha
personalia
3) Bangunan dan peralatan
4) Operasional
5) Penarikan kembali
6) Transportasi dan
7) Dokumentasi
. Personil pernah mendapatkan pelatihan

cara distribusi obat ikan yang baik atau

surat pernyataan memahami prinsip-

prinsip cara distribusi obat ikan yang

baik

. Untuk distributor memiliki tenaga
professional
14. | Sertifikat Cara . Gambar site plan pabrik dan tata letak 10 Hari . Menerapkan prinsip-prinsip 4 tahun | Seluruh Menteri/
Pembuatan Obat Ikan (layout) ruangan cara pembuatan obat ikan yang Kepala
baik secara konsisten dan Badan

SK No 148304 C
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No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7 (8)

2) Personalia

3) Bangunan dan fasilitas

4) Peralatan

5) Sanitasi dan higiene

6) Produksi

7) Pengawasan mutu

8) Inspeksi diri (audit internal) dan
audit mutu

9) Penanganan keluhan terhadap

produk, penarikan kembali produk,

dan produk kembalian
10) Dokumentasi dan
11) Kualifikasi dan validasi

3. Surat pernyataan memiliki tenaga
profesional yaitu:
a. Dokter hewan atau apoteker sebagai

penanggung jawab teknis obat ikan,
untuk sediaan biologik, farmasetik,
premiks, dan/atau obat alami atau

. Dokter hewan atau apoteker atau

sarjana perikanan atau sarjana
biologi sebagai penanggung jawab
teknis obat ikan, untuk sediaan
probiotik

. Standar pelaksanaan usaha

dan

. Perkembangan kegiatan

usaha
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No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
15. | Sertifikat Kelayakan . Memenuhi standar kelayakan 10 Hari . Menerapkan standar kelayakan 4 tahun | Seluruh Menteri/
Pengolahan pengolahan pengolahan secara konsisten Kepala
. Sertifikat pengolah ikan atau sertifikat dan Badan
keterampilan di bidang keamanan . Menyampaikan laporan kegiatan
pangan yang setara bagi penanggung usaha setiap 6 (enam) bulan
jawab mutu sekali atau sewaktu-waktu
. Panduan mutu penerapan cara apabila diperlukan yang
pengolahan ikan yang baik dan memuat paling sedikit:
pemenuhan persyaratan Prosedur a. Standar pelaksanaan usaha
Standar Operasi Sanitasi dan
. Laporan hasil pembinaan b. Perkembangan kegiatan
usaha
16. | Sertifikat Pendaftaran . Surat pernyataan telah menerapkan 15 Hari . Memiliki sertifikat cara 5 tahun | Seluruh Menteri/
Pakan Ikan prinsip cara pembuatan pakan ikan pembuatan pakan ikan yang Kepala
yang baik baik khusus bagi pelaku usaha Badan
. Laporan hasil pengujian mutu (dari yang memproduksi pakan ikan
laboratorium dalam negeri yang di dalam negeri
terakreditasi): . Menjaga konsistensi mutu
a. Pakan ikan buatan, meliputi: pakan ikan
1) Ikan konsumsi, meliputi uji . Menyampaikan laporan paling
proksimat lengkap, nitrogen non sedikit meliputi:
protein, kestabilan pakan dalam a. Jumlah dan jenis pakan ikan
air, cemaran mikroba, antibiotik, yang telah diproduksi dan
logam berat, dan melamin atau diedarkan
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No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
2) Ikan hias, meliputi uji proksimat b. Jumlah dan jenis pakan ikan
lengkap, nitrogen non protein, yang telah diedarkan, untuk
kestabilan pakan dalam air, importir
cemaran mikroba, logam berat, c. Jumlah dan jenis pakan ikan
melamin, dan total karotenoid yang ditarik dari peredaran
b. Pakan ikan alami, meliputi uji atau dimusnahkan dan
proksimat lengkap, khusus untuk d. Harga pakan ikan yang dijual

pakan alami fase telur dormant/Kkista
pengujian hanya dilakukan terhadap:
1) Persentase penetasan (hatching
percentage)
2) Efisiensi penetasan (hatching
efficiency) dan
3) Jumlah kista (cysta) per gram
3. Surat pernyataan pengambilan sampel
pakan ikan oleh petugas pengambil
contoh
4. Data teknis pakan ikan yang berisi:

a. Merek, jenis, kode produksi,
peruntukan, dan kandungan nutrien
pakan ikan, dan

b. Nama bahan baku pakan ikan,
bahan pelengkap, dan imbuhan
pakan ikan
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No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8)

5. Bagi pakan ikan yang berasal dari luar

negeri, harus dilengkapi dengan:

a. Certificate of good manufacturing
practice, international organization for
standardization 22000, atau hazard
analysis critical control point

b. Surat keterangan asal atau certificate
of origin dari instansi yang
berwenang di negara asal

c. Sertifikat analisa atau Certificate of
Analysis dari laboratorium yang telah
terakreditasi, paling sedikit memuat
hasil uji proksimat lengkap,
cemaran mikroba, antibiotik, logam
berat, dan melamin

d. Surat keterangan/publikasi dari
pemerintah negara asal yang
menyatakan bahwa pakan ikan
tersebut sudah dan masih
diperdagangkan di negara asal dan

e. Surat penunjukan dari perusahaan
produsen kepada importir
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obat ikan
3. Dokumen teknis obat ikan yang
meliputi:

a.
b.

oo

5O

Formulir a (komposisi obat ikan)
Formulir b (cara pembuatan obat
ikan)

Formulir ¢ (pemeriksaan obat ikan)
Formulir d (pemeriksaaan bahan
baku obat ikan)

Formulir e (pemeriksaan stabilitas)
Formulir f (daya farmakologi)
Formulir g (publikasi ilmiah/uji
lapang)

. Formulir h (keterangan tentang

wadah, bungkus, dan tutup)

Formulir i (keterangan tentang

penandaan) dan

Formulir j (keterangan lainnya untuk

obat ikan yang berasal dari luar

negeri) meliputi:

1) Surat keterangan asal (certificate of
origin)

yang telah diproduksi dan

diedarkan, untuk pembuatan

obat ikan di dalam negeri

b. Jumlah dan jenis obat ikan
yang telah diedarkan, untuk
pemasukan obat ikan dari
luar negeri dan

c. Jumlah dan jenis obat ikan
yang ditarik dari peredaran
atau dimusnahkan

. Menjaga konsistensi mutu obat

ikan

No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
17. | Sertifikat Pendaftaran 1. Laporan hasil pengujian mutu obat ikan 10 Hari . Menyampaikan laporan paling 5 tahun | Seluruh Menteri/
Obat Ikan 2. Memiliki sertifikat cara pembuatan obat sedikit meliputi: Kepala
ikan yang baik khusus bagi produsen a. Jumlah dan jenis obat ikan Badan

SK No 148309 C




o
o
&

¢

PRESIDEN
REPUBLIJK INDONESIA
11.A.34

No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2) Surat keterangan sudah
diperjualbelikan (certificate of free
sale)

3} Certificate of good manufacturing
practice (gmp)

4) Sertifikat bukan produk rekayasa
genetika (certificate non genetically
modified organism), untuk obat
ikan sediaan biologik yang bukan
produk rekayasa genetika dan

5) Surat penunjukan keagenan atau
distributor (letter of appointment)
dari produsen obat ikan di luar
negeri kepada importir obat ikan di
indonesia

4. Laporan hasil pengujian lapangan,
untuk obat ikan yang memerlukan
pengujian lapangan dan

5. Memiliki sertifikat keamanan hayati
produk rekayasa genetik dari komisi
keamanan hayati, untuk obat ikan yang
zat aktifnya atau salah satu zat aktifnya
merupakan produk rekayasa
genetika/ genetically modified organism
(GMO)
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Nomeklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa
Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(S)

(6)

(7)

(8)

III. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)

18.

Surat Izin
Biofarmakologi dan
Bioteknologi Laut

Memenuhi standar Izin Biofarmakologi dan
Bioteknologi Laut

21 Hari

. Memenuhi standar izin

Biofarmakologi dan Bioteknologi
Laut dan

. Menyampaikan laporan

5 tahun

1. Wilayah
perairan <
12 mil
selain ke-
wenangan
Menteri
dan

2. Usaha
mikro

Gubernur

1. Kawa-san
perairan
>12 mil
atau

2. Kawasan
perairan
<12 mil
dengan
kriteria:
a. Usaha

kecil,
mene-
ngah,

Menteri/
Kepala
Badan
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No

Nomeklatur PB UMKU

Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban
Penerbitan

Masa
Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3) (4) (5)

(6)

(7)

(8)

atau
besar

b. Kawa-
san
Strate-
gis
Nasio-
nal

c. Kawa-
san
Strate-
gis
Nasio-
nal
Ter-
tentu

d. Kawa-
san
kon-
servasi
per-
airan
nasio-
nal
atau

SK No 148312 C
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No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8)
e. Kawa-
san
lintas
provin-
si
19. | Tanda Daftar Kegiatan Standar Tanda Daftar Kegiatan 30 Hari . Memenuhi standar Tanda Daftar | 1 tahun | Kawasan Gubernur
Penangkapan lkan di Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi Kegiatan Penangkapan lkan di Konservasi
Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Daerah
. Menyampaikan laporan Kawasan Menteri/
Konservasi Kepala
Nasional Badan
20. | *Surat Izin 1. Dokumen rencana reklamasi 21 Hari . Laporan kegiatan reklamasi S tahun | 1. Wilayah Gubernur
Pelaksanaan Reklamasi | 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara . Menggunakan material hasil perairan s
Bukan Pajak/retribusi pengelolaan sedimentasi di laut 12 mil
(*berlaku untuk sesuai dengan ketentuan selain
seluruh KBLI) peraturan perundang-undangan kewena-
ngan
Menteri
dan
2. Usaha
mikro
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PRESIDEN
REFUBLH(AIEIQONESIA

No

Nomeklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa
Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

1. Kawasan
perairan
>12 mil

2. Kawasan

perairan
<12 mil
dengan
kriteria:
a. Usaha
kecil,
mene-
ngah,
atau
besar
b. Kawa-
san
Stra-
tegis
Nasio-
nal
c. Kawa-
san
Stra-
tegis
Nasio-

Menteri/
Kepala
Badan
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PRESIDEN
REFLIBI.H(AH§BONESIA

No

Nomeklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa
Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

nal
Ter-
tentu
d. Kawa-
san
kon-
servasi
per-
airan
nasio-
nal
atau
e. Kawa-
san
lintas
pro-
vinsi

21.

Surat Izin Wisata
Bahari

1. Dokumen rencana usaha wisata
2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak/retribusi

14 Hari

Laporan pelaksanaan usaha

10 tahun

1. Wilayah
perairan
<12 mil,
diluar ke-
wenangan
Menteri
dan

Gubernur
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PRESIDEN
NDONESIA
REFUEL“(.A|.40

No

Nomeklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa
Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(S)

(6)

(7)

(8)

2. Usaha
mikro

1. Kawasan
perairan
>12 mil
atau
2. Kawasan
perairan
<12 mil
dengan
kriteria:
a. Usaha
kecil,
mene-
ngah,
atau
besar

b. Kawa-
san
Strate-
gis
Nasio-
nal

c. Kawa-
san

Menteri/
Kepala
Badan
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PRESIDEN
E L NDONESIA
REPUBL AT

No

Nomeklatur PB UMKU

Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban
Penerbitan

Masa
Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

3) 4) (S)

(6)

(7)

(8)

Strate-
gis
Nasio-
nal
Ter-
tentu

d. Pe-
nyerta-
an
Modal
Asing

e. Kawa-
san
kon-
servasi
per-
airan
nasio-
nal
atau

f. Kawa-
san
lintas
provin-
si
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
11.A.42

Hasil Pengawasan

(*berlaku untuk
seluruh KBLI)

Bukti pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak

No Nomeklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Parameter Kewenangan
Penerbitan Berlaku
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
22. | *Surat Izin 1. Bukti pemenuhan sanksi administratif 30 Hari Laporan pemenuhan rekomendasi 2 tahun | Seluruh Menteri/
Pelaksanaan Reklamasi | 2. Dokumen evaluasi hasil reklamasi perbaikan Kepala
3. Badan
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

II.B.1

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PERTANIAN

No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8)

L. PEREDARAN PRODUK (A)

1. Pendaftaran Obat Hewan A. Pendaftaran Baru 15 Hari 1. Menjamin obat hewan 10 tahun Seluruh Menteri/

1.

Sertifikat perizinan berusaha
importir dan/atau produsen
obat hewan

Surat hasil persetujuan
Penilai Pendaftaran Obat
Hewan (PPOH) dan/atau
komisi obat hewan (KOH)
terhadap dokumen teknis
(dossier) obat hewan
Sertifikat keamanan
lingkungan dari Komisi
Keamanan Hayati Produk
Rekayasa Genetik, untuk
obat hewan yang berasal dari
produk rekayasa genetik/
genetically modified organism
(GMO)

Sertifikat hasil pengujian
mutu dari Balai Besar
Pengujian Mutu dan

yang diedarkan tidak
melebihi waktu
kadaluarsa nomor
pendaftaran

Menjamin obat hewan
yang diedarkan
memenuhi standar
keamanan, khasiat dan
mutu obat hewan

. Menjamin obat hewan

diedarkan memiliki
penandaan/sticker,
label dan tanda sesuai
yang disetujui saat
didaftarkan

. Melakukan penarikan

kembali (recall) obat
hewan yang tidak
sesuai ketentuan
Melakukan tindak
lanjut terhadap obat

Kepala Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.2
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)

Sertifikasi Obat Hewan
(BBPMSOH)

Khusus obat hewan produksi
dalam negeri : Sertifikat Cara
Pembuatan Obat Hewan yang
Baik (CPOHB) sesuai dengan
ruang lingkup obat hewan
yang didaftarkan.

Khusus obat hewan impor:

a. Sertifikat keterangan asal
(Certificate of Origin) yang
dikeluarkan oleh lembaga
berwenang di negara asal

b. Sertifikat keterangan
bebas jual (Certificate of
Free Sale) yang
dikeluarkan oleh lembaga
berwenang di negara asal
atau Sertifikat
keterangan bebas jual
(Certificate of Free Sale)
yang berasal dari minimal
2 (dua) negara maju,
apabila pemerintah
negara asal tidak

hewan produk
kembalian (return)
sesuai ketentuan

. Menjamin obat yang

diedarkan mempunyai
komposisi, isi atau
kandungan yang sesuai
dengan yang
didaftarkan
Menyampaikan laporan
eksistensi nomor
pendaftaran obat
hewan per tahun

SK No 148320 C




PRESIDEN
REPUBLIK (NDONESIA

I1.B.3
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

menerbitkan Certificate of
Free Sale

. Sertifikat GMP (Certificate

of Good Manufacturing
Practices)/sertifikat
setara yang dikeluarkan
oleh lembaga berwenang
di negara asal

. Sertifikat GMO/Non GMO

(Certificate of
GMO/nonGMO)/
dokumen setara untuk
produk probiotik, enzim,
asam amino dan biologik
yang dikeluarkan oleh
lembaga kompeten di
negara asal

. Sertifikat registrasi

(Certificate of Registration)
yang dikeluarkan oleh
otoritas berwenang di
negara asal atau surat
pernyataan dari
pemerintah negara asal
bahwa obat hewan tidak

SK No 148321 C




xga*
N’

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.4

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu

Penerbitan

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4) (S)

(6)

(7)

(8)

dipersyaratkan di
registrasi di negara asal
Pengesahan untuk
dokumen pada huruf a
sampai dengan hurufe
oleh Perwakilan Republik
Indonesia di negara
tempat sertifikat
dikeluarkan

. Surat penunjukan (Letter

of Appointment) dari
principal

. Surat persetuyjuan kajian

lapang obat hewan
(Ondesk/ Onsite review)
untuk obat hewan yang
didaftarkan untuk
pertama kali merupakan
obat hewan dengan ruang
lingkup sediaan baru
dan/atau berasal dari
produsen/pabrik yang
belum pernah melakukan
pemasukan untuk
sediaan yang akan
didaftarkan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I1.B.5
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8)

7. Khusus untuk obat hewan
kontrak (toll manufacturing):

a.

Sertifikat CPOHB obat
hewan penerima kontrak
yang masih berlaku
sesuai dengan bentuk
sediaan Obat yang
dikontrakkan
Perjanjian kontrak toll
manufacturing dengan
masa berlaku maksimal
5 tahun. Pemberi
kontrak wajib memiliki
pabrik bersertifikat
CPOHB setelah masa
berlaku perjanjian
kontrak berakhir

8. Khusus obat hewan lisensi

a.

Sertifikat perizinan
berusaha produsen obat
hewan

Perjanjian lisensi antara
pemberi lisensi dan
penerima lisensi
Sertifikat Good
Manufacturing Practices
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.6

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(GMP) produsen obat
hewan pemberi lisensi
yang masih berlaku
sesuai dengan bentuk
sediaan obat hewan yang
dilisensikan

Sertifikat CPOHB
produsen obat hewan
penerima lisensi yang
masih berlaku sesuai
dengan bentuk sediaan
obat hewan yang
dilisensikan

Dokumen induk obat
hewan (Drug master
file/ DMF) dari pemberi
lisensi

B. Pendaftaran Ulang

1.

2.

Sertifikat nomor
pendaftaran obat hewan
Surat pernyataan dari
pimpinan perusahaan
bahwa tidak ada
perubahan komposisi,
lokasi pabrik, proses

15 Harni

1. Menjamin obat hewan
yang diedarkan tidak
melebihi waktu
kadaluarsa nomor
pendaftaran

2. Menjamin obat hewan

yang diedarkan
memenuhi standar

Mengikuti masa
berlaku Sertifikat
Nomor
Pendaftaran Obat
Hewan yang
diajukan

Seluruh

Menteri/
Kepala Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.7
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)

produksi, self life (umur keamanan, khasiat dan
simpan obat), rute mutu obat hewan
pemberian, hewan target, 3. Menjamin obat hewan
dan/atau bahan kemasan diedarkan memiliki
Sertifikat hasil pengujian penandaan/sticker,
mutu dari Balai Besar label dan tanda sesuai
Pengujian Mutu dan yang disetujui saat
Sertifikasi Obat Hewan didaftarkan
(BBPMSOH) 4. Melakukan penarikan
Khusus obat hewan kembali (recall) obat
produksi dalam negeri : hewan yang tidak
Sertifikat CPOHB sesuai sesuai ketentuan
dengan ruang lingkup 5. Melakukan tindak
obat hewan yang lanjut terhadap obat
didaftarkan hewan produk
Khusus obat hewan kembalian (return)
impor: sesuai ketentuan
a. Sertifikat keterangan 6. Menjamin obat yang

asal (Certificate of diedarkan mempunyai

Origin} yang komposisi, isi atau

dikeluarkan oleh kandungan yang sesuai

lembaga berwenang di dengan yang

negara asal didaftarkan
b. Sertifikat keterangan 7. Menyampaikan laporan

bebas jual (Certificate eksistensi nomor

of Free Sale) yang

SK No 148325 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.8
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8)

dikeluarkan oleh
lembaga berwenang di
negara asal atau
Sertifikat keterangan
bebas jual (Certificate
of Free Sale) yang
berasal dari minimal 2
(dua) negara maju,
apabila pemerintah
negara asal tidak
menerbitkan
Certificate of Free Sale

. Sertifikat GMP

(Certificate of Good
Manufacturing
Practices)/sertifikat
yang setara yang
dikeluarkan oleh
lembaga berwenang di
negara asal

. Sertifikat GMO/Non

GMO (Certificate of
GMO/nonGMOQ)/
dokumen setara untuk
produk probiotik,
enzim, asam amino

pendaftaran obat
hewan per tahun
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.9
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8)

dan biologik yang
dikeluarkan oleh
lembaga kompeten di
negara asal

. Sertifikat registrasi

(Certificate of
Registration) yang
dikeluarkan oleh
otoritas berwenang di
negara asal atau surat
pernyataan dari
pemerintah negara
asal bahwa obat
hewan tidak
dipersyaratkan di
registrasi di negara
asal

Pengesahan untuk
dokumen pada huruf a
sampai dengan huruf
oleh Perwakilan
Republik Indonesia di
negara tempat
sertifikat dikeluarkan
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

II.B.10

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu

Penerbitan

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

g. Surat penunjukan

(letter of appointment)
dari principal

6. Khusus obat hewan lisensi:

a.

Perjanjian lisensi antara
pemberi lisensi dan
penerima lisensi
Sertifikat GMP produsen
obat hewan pemberi
lisensi yang masih
berlaku sesuai dengan
bentuk hewan yang
dilisensikan

Sertifikat CPOHB
produsen obat hewan
penerima lisensi yang
masih berlaku sesuai
dengan bentuk sediaan
obat hewan yang
dilisensikan

C. Persetujuan Perubahan
Nomor Pendaftaran Obat

Hewan

15 Hari

1.

Menjamin obat hewan
yang diedarkan tidak
melebihi waktu

Mengikuti masa
berlaku Sertifikat
Nomor
Pendaftaran Obat

Seluruh

Menteri/Kepala
Badan
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shelf life, rute pemberian,

hewan target, dan/atau

bahan kemasan

a. Sertifikat nomor
pendaftaran obat hewan

b. Surat Hasil Persetujuan
PPOH terhadap dokumen
teknis (dossier) obat
hewan

c. Sertifikat hasil pengujian
mutu dari Balai Besar
Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Obat Hewan
(BBPMSOH}

Perubahan indikasi,

dan/atau waktu henti obat

a. Sertifikat Nomor
Pendaftaran Obat Hewan

b. Surat Hasil Persetujuan
PPOH terhadap dokumen
teknis (dossier) obat
hewan

Perubahan nama produk,

nama pabrik, ukuran

2. Menjamin obat hewan
yang diedarkan
memenuhi standar
keamanan, khasiat
dan mutu obat hewan

3. Menjamin obat hewan
diedarkan memiliki
penandaan/sticker,
label dan tanda sesuai
yang disetujui saat
didaftarkan

4. Melakukan penarikan
kembali (recall) obat
hewan yang tidak
sesuai ketentuan

5. Melakukan tindak
lanjut terhadap obat
hewan produk
kembalian (return)
sesuai ketentuan

6. Menjamin obat yang
diedarkan mempunyai
komposisi, isi atau
kandungan yang

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.11
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Perubahan komposisi, lokasi kadaluarsa nomor Hewan yang

pabrik, proses produksi, pendaftaran diajukan
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Nomor Pendaftaran Obat
Hewan

1.

2.

Sertifikat Nomor Pendaftaran
Obat Hewan

Surat Pernyataan dari
pemohon sebagai pemilik
nomor pendaftaran bahwa

yang diedarkan tidak

melebihi waktu
kadaluarsa nomor
pendaftaran

. Menjamin obat hewan

yang diedarkan
memenuhi standar

berlaku Sertifikat
Nomor
Pendaftaran Obat
Hewan yang
diajukan

&
@
%
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.12
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8)
wadah/kemasan, dan/atau sesuai dengan yang
volume kemasan didaftarkan
a. Sertifikat Nomor Menyampaikan
Pendaftaran Obat Hewan laporan eksistensi
b. Surat Hasil Persetujuan nomor pendaftaran
terhadap dokumen obat hewan per tahun
teknis (dossier) obat
hewan
4. Perubahan desain
label/etiket
a. Sertifikat Nomor
Pendaftaran Obat
Hewan.
b. Dokumen justifikasi
perubahan desain
label/etik
D. Persetujuan Pengalihan 15 Hari . Menjamin obat hewan Mengikuti masa Seluruh Menteri/

Kepala Badan
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Surat Pernyataan dari
perusahaan penerima
pengalihan nomor
pendaftaran bahwa bersedia
menerima pengalihan nomor
pendaftaran

Akta notaris tentang

kesepakatan pengalihan

nomor pendaftaran antara
pemilik nomor pendaftaran
dengan perusahaan
penerima pengalihan nomor
pendaftaran

Khusus pengalihan nomor

pendaftaran produk dalam

negeri:

a. Surat pernyataan dari
penerima nomor
pendaftaran bahwa obat
hewan yang akan
diproduksi tidak
mengalami perubahan
komposisi, lokasi
pabrik, proses produksi,

3. Menjamin obat hewan
diedarkan memiliki
penandaan /sticker,
label dan tanda sesuai
yang disetujui saat
didaftarkan

4. Melakukan penarikan
kembali (recall) obat
hewan yang tidak
sesuai ketentuan

5. Melakukan tindak
lanjut terhadap obat
hewan produk
kembalian (return)
sesuai ketentuan

6. Menjamin obat yang
diedarkan mempunyai
komposisi, isi atau
kandungan yang sesuai
dengan yang
didaftarkan

7. Menyampaikan laporan
eksistensi nomor

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.13
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7 (8)

bersedia mengalihkan nomor keamanan, khasiat dan

pendaftaran mutu obat hewan
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6. Khusus pengalihan nomor
pendaftaran produk impor:
a.

Sertifikat CPOHB
produsen obat hewan
penerima pengalihan
nomor pendaftaran
Sertifikat hasil
pengujian mutu dari
BBPMSOH yang
diterbitkan untuk obat
hewan dari perusahaan
penerima pengalihan
nomor pendaftaran

Surat Pernyataan dari
principal bahwa sudah
tidak bekerja sama
dengan perusahaan
pemilik nomor
pendaftaran, dan
keriasama dialihkan ke

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.14
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8)

self life (umur simpan pendaftaran obat

obat), indikasi, hewan per tahun

dan/atau rute

pemberian
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r
%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.15
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

perusahaan penerima
pengalihan nomor
pendaftaran;

Letter of appointment dari
principal ke perusahaan
penerima pengalihan
nomor pendaftaran

7. Khusus pengalihan nomor
pendaftaran produk impor
ke produsen dalam negeri:

a.

Dokumen induk obat
hewan (Drug master
file/ DMF)

Surat pernyataan dari
perusahaan penerima
pengalihan nomor
pendaftaran bahwa
seluruh dokumen induk
obat hewan beserta
proses produksinya tidak
ada perubahan dan
masih sesuai formulasi
yang didaftarkan.
Apabila teriadi
perubahan pada proses
pembuatan formulasi,
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.16

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu Kewajiban

Penerbitan

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4) (S)

(6)

(7)

(8)

komposisi, dan hal
pengawasan mutu maka
harus didaftarkan
sebagai produk baru
Surat pernyataan dari
principal/produsen
bahwa sudah tidak
bekerjasama dengan
perusahaan pemilik
nomor pendaftaran dan
proses produksi obat
hewan dialihkan ke
perusahaan penerima
pengalihan nomor
pendaftaran

Surat perjanjian
pengalihan produksi obat
hewan antara
principal/produsen
dengan penerima nomor
pendaftaran

Sertifikat CPOHB
produsen obat hewan
penerima pengalihan
nomor pendaftaran
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1.

Darurat Obat Hewan
Sertifikat perizinan
berusaha Produsen obat
hewan

Surat pernyataan

pendaftaran yang

menyatakan antara lain:

a. Obat hewan yang
didaftarkan dibutuhkan
segera dalam rangka
penanggulangan penyakit
yang menyebabkan
kematian hewan di
beberapa wilayah dan
belum ada alternatif
pengobatan yang
memadai

yang digunakan
memenuhi standar
keamanan, khasiat dan
mutu obat hewan

2. Melaporkan realisasi

produksi, distribusi dan
penggunaan obat hewan
selama persetujuan
penggunaan darurat

3. Melaporkan hasil

monitoring efek samping
obat hewan (MESCOH)
selama persetujuan
penggunaan darurat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.17
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
f. Sertifikat hasil pengujian

mutu dari BBPMSOH

yang diterbitkan untuk

obat hewan dari

perusahaan penerima

pengalihan nomor

pendaftaran

E. Persetujuan Penggunaan 15 Hari 1. Menjamin obat hewan 1 tahun Seluruh Menteri/

Kepala Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.18
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)

b. Bertanggungjawab
terhadap mutu obat
hewan

c. melakukan uji lapang
untuk memastikan
efektifitas dan keamanan

d. Melakukan monitoring
efek samping obat hewan
(MESOH)

e. Melaporkan realisasi
produksi dan distribusi
obat hewan selama
persetujuan penggunaan
darurat, serta laporan
hasil MESOH kepada
Direktur Jenderal
Peternakan dan
Kesehatan Hewan

Proposal uji lapang

Surat hasil persetujuan

PPOH dan/atau KOH

terhadap dokumen teknis

(dossier) obat hewan

Sertifikasi keamanan

lingkungan dari Komisi

Hayati Produk Rekayasa

SK No 148336 C




e
g,

&
g
%,

a. Sertifikat lulus
pengujian

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.19
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
Genetik, untuk obat hewan
yang berasal dari produk
rekayasa genetic/genetically
modified organism (GMO)
6. Sertifikasi CPOHB sesuai
dengan ruang lingkup obat
hewan yang didaftarkan
2. Pendaftaran Pakan A. Pakan Dalam Negeri 8 Hari Melaporkan produksi 5 tahun Seluruh Menteri/
1. Usaha Besar pakan kepada Kepala Badan
a. Sertifikat Iulus pimpinan instansi
pengujian sesuai dengan
b. Sertifikat Cara kewenangannya
Pembuatan Pakan yang Tidak menggunakan
Baik (CPPB) Tipe A hormon sintetik pada
c. Contoh label pakan
d. Jenis Bahan Pakan
yang digunakan dan
persentase
e. Jenis pelengkap pakan
dan imbuhan pakan
yang digunakan
2. Usaha Menengah
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.20
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)

a0

Minimal sertifikat Cara
Pembuatan Pakan yang
Baik (CPPB) Tipe B
Contoh label

Jenis bahan pakan yang
digunakan dan
persentase

Jenis pelengkap pakan
dan imbuhan pakan
yang digunakan.

Usaha Kecil

a.

b.

Sertifikat lulus
pengujian

Minimal sertifikat Cara
Pembuatan Pakan yang
Baik (CPPB) Tipe C
Contoh label

Jenis bahan pakan yang
digunakan dan
persentase

Jenis pelengkap pakan
dan imbuhan pakan
yang digunakan.

Usaha Mikro

a.

Sertifikat lulus
pengujian
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.21
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

b. Minimal sertifikat Cara

Pembuatan Pakan yang

Baik (CPPB) Tipe D

Contoh label

Jenis bahan pakan yang

digunakan dan

persentase

e. Jenis pelengkap pakan
dan imbuhan pakan
yang digunakan.

B o

Pendaftaran Pakan Kontrak
(Toll Manufacturing)
Sertifikat lulus pengujian
Sertifikat CPPB produsen
pakan penerima kontrak
(Type A) untuk non UMKM
dan minimal Type B untuk
UMKM

Perjanjian kontrak

Contoh label

Jenis bahan pakan yang
digunakan dan persentase
Jenis pelengkap pakan dan
imbuhan pakan yang
digunakan.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.22
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
C. Pakan Impor
1. Certificate of Analysis (CoA)
dari laboratorium yang
ditunjuk Negara Asal
2. Certificate Good
Manufacturing Practices
(GMP) dari Negara Asal
3. Contoh label
4. Jenis bahan pakan yang
digunakan dan persentase
5. Jenis pelengkap pakan dan
imbuhan pakan yang
digunakan
3. Registrasi Produk Hewan Persyaratan Administrasi 7 Hari 1. Mencantumkan nomor S tahun Seluruh Menteri/
Produk hewan yang diproduksi di registrasi Produk Kepala Badan
dalam negeri Hewan pada label dan
1. Profil perusahaan kemasan
2. Alur proses 2. Pencantuman nomor
3. Sertifikat sistem manajemen Registrasi pada label
keamanan produk hewan dan kemasan harus
seperti HACCP/ISO mudah dibaca dan
22000IBRC atau yang menggunakan bahan
sejenis yang dimiliki oleh unit yvang tidak mudah
usaha lepas, tidak mudah
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luar negeri:

1. Profil perusahaan pengimpor
2. Sertifikat sistem manajemen
keamanan produk hewan

seperti HACCP/ISO
22000I1BRC atau yang
sejenis yang dimiliki oleh unit
usaha

3. Dokumen Informasi sistem
ketertelusuran produk (jika

laporan kegiatan
usaha dan kelayakan
produknya kepada
Menteri melalui
Direktur Jenderal
Peternakan dan
Kesehatan Hewan
untuk Produk Hewan
yang dikeluarkan dari
wilayah negara

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.B.23
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4. Sertifikat kompartemen luntur, serta tidak
(untuk unit usaha mudah rusak
peternakan) 3. Menyampaikan

5. Dokumen Informasi sistem laporan kegiatan
ketertelusuran produk (jika usaha dan kelayakan
tidak memiliki harus produknya kepada
membuat surat komitmen Gubernur atau
pemenuhan persyaratan) Bupati/walikota

6. Surat pernyataan bahwa melalui Dinas Provinsi
dokumen yang disampaikan atau Kabupaten/Kota
benar untuk Produk Hewan

7. Surat perjanjian kerja sama yang berasal dari
jika produk diproduksi oleh produksi dalam negeri
pihak lain (toll manufacturing) secara berkala setiap 6

(enam) bulan
Produk hewan yang diproduksi di 4. Menyampaikan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I1.B.24

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

tidak memiliki harus
membuat surat komitmen
pemenuhan persyaratan)

4. Surat rekomendasi
pemasukan Produk Hewan

5. Surat pernyataan bahwa
dokumen yang disampaikan
benar.

Produk hewan yang dikeluarkan

dari Wilayah Negara Republik

Indonesia:

1. Profil perusahaan

2. Alur proses produksi

3. Sertifikat sistem manajemen
keamanan produk hewan
seperti HACCP/ISO
22000/BRC atau yang sejenis
yang dimiliki oleh unit usaha

4. Sertifikat kompartemen
(untuk unit usaha
peternakan) atau

5. Dokumen Informasi sistem
ketertelusuran produk (jika
tidak memiliki harus

Republik Indonesia

secara berkala setiap 6

(enam bulan).

5. Menyampaikan
laporan kegiatan
usaha dan kelayakan
produknya kepada
Menteri melalui
Direktur Jenderal
Peternakan dan
Kesehatan Hewan
untuk Produk Hewan
yang dimasukan ke
dalam wilayah negara
Republik Indonesia

secara berkala setiap 6

(enam bulan).

Laporan kegiatan usaha

dan kelayakan produknya

sebagaimana dimaksud

pada angka 3,4 dan S

terdiri atas:

1. jumlah produksi atau
diimpor per jenis
produk
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11.B.25

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu

Penerbitan

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

membuat surat komitmen
pemenuhan persyaratan)

7. Surat pernyataan bahwa
dokumen yang disampaikan
benar.

Persyaratan Teknis
Pelaku usaha harus memenuhi
persyaratan teknis untuk:
a. Produk hewan yang
diproduksi di dalam negeri:
1) Berasal dari unit usaha
yang memiliki NKV sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan

2) Memenuhi persyaratan
keamanan dan mutu
produk Hewan yang
dibuktikan dengan
sertifikat hasil uji yang
diterbitkan oleh
laboratorium veteriner
yang terakreditasi atau
yang ditunjuk oleh
Menteri Pertanian

3) Memiliki sertifikat halal
sesuai ketentuan

2. jumlah dan peredaran

3.

4.

informasi penarikan
produk dan

hasil uji fisik, biologi
dan kimia dari
laboratorium
terakreditasi
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I1.B.26

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4) (S)

(6)

(7)

(8)

4)

5)

peraturan perundang-
undangan

Rancangan label pada
kemasan produk Hewan
yang memuat paling
sedikit nomor Registrasi
dan

Contoh jenis dan

kemasan Produk Hewan.
. Produk hewan yang

dimasukkan ke dalam
Wilayah Negara Republik
Indonesia:

1)

2)

Berasal dari Negara dan
Unit Usaha yang sudah
disetujui pemasukannya
Memenuhi persyaratan
keamanan dan mutu
Produk Hewan dari
negara asal yang
dibuktikan dengan
dokumen:
a. Sertifikat kesehatan
Produk Hewan
(Certificate of Health)
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11.B.27

No Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban
Penerbitan

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1) (2)

(3) (4) (5)

(6)

(7)

(8)

b. Fotokopi sertifikat
asal Produk Hewan
(Certificate of Origin)

c. Fotokopi sertifikat
analisis (Certificate of
Analysis), dan

d. Fotokopi sertifikat
halal (Certiftcate of
Halal) bagi yang
dipersyaratkan.

3) Rancangan label pada
kemasan Produk Hewan
yang memuat paling
sedikit nomor Registrasi
dan

4) Contoh jenis dan
kemasan Produk Hewan.

c. Produk hewan yang
dikeluarkan dari Wilayah
Negara Republik Indonesia
harus memenuhi persyaratan
teknis negara tujuan.

4. Pendaftaran Varietas
Tanaman Hortikultura

Persyaratan Calon Varietas 28 Hari 1. Kesanggupan untuk
1. Memiliki deskripsi varietas melaksanakan

Selamanya
apabila tanda

Seluruh

Menteri /
Kepala Badan
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

11.B.28

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

sesuai standar yang
ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Hortikultura

2. Belum pernah didaftarkan
untuk peredaran

3. memiliki keunggulan tertentu
sebagaimana diakui oleh
pemulia atau pemilik calon
varietas/kuasanya

4. Nama varietas mengikuti
penamaan peraturan
perundangan perlindungan
varietas tanaman

Persyaratan Permohonan

Pendaftaran Varietas

1. Memiliki/menguasai calon
varietas

2. Hasil Uji Keunggulan calon
varietas

3. Hasil Uji Kebenaran calon
varietas

4. Deskripsi varietas

5. Foto penciri utama calon
varietas

6. Surat Izin Pemasukan (SIP)

perbanyakan benih
yang memenuhi PTM

. Menjamin kebenaran

varietas yang diedarkan
sesuai dengan deskripsi

. Memelihara arsip

benih/tanaman yang
didaftarkan sebagai
varietas asli

. Menarik benih yang

beredar apabila varietas
dimaksud dicabut
tanda daftarnya

daftar varietas
tidak dicabut
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.29
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S5) (6) (7) (8)

untuk varietas introduksi

7. Surat pernyataan

kesanggupan untuk
melaksanakan perbanyakan
benih yang memenuhi PTM

8. Surat pernyataan

kesanggupan menjamin
kebenaran varietas yang
diedarkan sesuai dengan
deskripsi

9. Surat pertanyaan

kesanggupan memelihara
arsip benih/tanaman yang
didaftarkan sebagai varietas
asli

10.Surat pernyataan
kesanggupan menarik benih
yang beredar apabila varietas
dimaksud dicabut tanda
daftarnya

11.8Surat jaminan pemohon bagi
varietas introduksi, yang
menyatakan dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun setelah
didaftar, benih harus
diproduksi di dalam negeri,
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(Percobaan)

Persyaratan Umum:

1.

2.

Formulir pendaftaran
pestisida yang telah diisi
Pernyataan yang berhak
menandatangani surat dalam
rangka pendaftaran

. Sertifikat merek atau bukti

pendaftaran merek

. Surat jaminan suplai bahan

aktif atau bahan teknis dari

pemasok dan/atau akses

data pendaftaran dari
pemasok (letter of
authorization) bagi yang
memproduksi sendiri dengan
melampirkan:

a. Data iritasi mata dan kulit
dan sensitisasi pada kulit
formulasi pestisida

b. Data toksisitas akut oral
dermal formulasi pestisida

pendaftaran (telah
memenuhi syarat
pendaftran teknis)
Menyampaikan
laporan hasil produksi
per 6 (enam)

bulan)

diperpanjang)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.30
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan

(1) (2) (3) 4 (S) (6) (7) (8)

sepanjang benihnya dapat

diproduksi di dalam negeri
5. Pendaftaran Pestisida A. Pendaftaran Pestisida 30 Hari Memenuhi syarat 1 tahun (dapat Seluruh Menteri/

Kepala Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.31
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

S. Surat jaminan suplai bahan
aktif atau bahan teknis dari
pemasok bagi yang tidak
memproduksi sendiri (Letter
of Access)

6. Surat izin produksi yang
dikeluarkan oleh badan yang
berwenang di negara asal
tentang pembuatan bahan
aktif atau bahan teknis
(manufacturing license)

7. Bukti penguasaan sarana
produksi (pabrik bahan aktif
atau bahan teknis, pabrik
formulasi, atau pabrik
pengemasan) di dalam negeri
yang dibuktikan dengan
surat izin industri pestisida

Persyaratan Teknis:

1. Sertifikat analisis (certificate
of analysis/ CoA) dari
laboratorium uji mutu

2. Kromatogram hasil analisis
bahan aktif atau bahan
teknis dari laboratorium uji
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.32
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
mutu kecuali pestisida alami,
feromon, atraktan, ZPT, dan
rodentisida dan
3. Sertifikat komposisi formulasi
(certificate of composition/
Co() dari pembuat formulasi.
4. Khusus untuk pestisida
terbatas, pengguna harus
memiliki sertifikat dan
mengikuti pelatihan.
B. Pendaftaran Pestisida 90 Hari Memenuhi syarat 5 tahun (dapat Seluruh Menteri/

(Tetap)

Pendaftaran Baru

1. Memiliki nomor pendaftaran
percobaan pestisida.

2. Sertifikat hasil analisis uji
mutu, kecuali feromon dan
aktraktan.

3. Laporan hasil uji toksisitas
akut oral dan akut dermal,
kecuali untuk Pestisida
biologi, ZPT, feromon, dan
antraktan

4. Laporan hasil uji toksisitas

pendaftaran (telah
memenuhi syarat
pendaftran teknis
dan administrasi)
Menyampaikan
laporan hasil
produksi per 6 (enam)
bulan)

didaftar ulang)

Kepala Badan

SK No 148350 C




ry
2.

=

0| j
‘J’*ﬂ ¢

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11.B.33

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu Kewajiban
Penerbitan

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4) (S)

(6)

(7)

(8)

lingkungan untuk komoditas
padi sawah, kecuali feromon,
atraktan, dan rodentisida

. Untuk pengelolaan tanaman,

hasil pengujian efikasi
terhadap organisme sasaran
sesuai ketentuan yang
berlaku dan dilaksanakan
pada 2 (dua) lokasi sentra
komoditi berbeda untuk
masing-masing organisme
dan komoditi sasaran kecuali
ZPT, feromon, atraktan,
rodentisida, dan pestisida
alami dilaksanakan pada 1
(satu) lokasi sentra komoditi

. 1 (satu) unit pengujian efikasi

hanya untuk 1 (satu)
komoditi dan 1 (satu)
organisme sasaran dan

. Hasil pengujian antagonis

untuk pendaftaran formulasi
pestisida berbahan aktif
majemuk bidang penggunaan
pengelolaan tanaman, kecuali
ZPT, pestisida biologi,
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11.B.34

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban

Penerbitan

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3) (4) (S)

(6)

(7)

(8)

feromon, atraktan, dan
rodentisida.

8. Hasil pengujian residu
dipersyaratkan terhadap 12
(dua belas) komoditas
sayuran dan buah

Pendaftaran Ulang

1. Laporan Hasil Uji Mutu

2. Laporan Hasil wuji efikasi
terhadap semua organisme
dan komoditi sasaran yang
telah terdaftar > 10 tahun

Pendaftaran Bahan Teknis

Pestisida

1. Surat jaminan suplai Bahan
Teknis dari pemasok Bahan
Teknis

2. Laporan Hasil Uji Mutu

Pendaftaran Pestisida Untuk

Ekspor

1. Surat jaminan suplai Bahan
Teknis dari pemasok Bahan
Teknis
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.35
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2. Laporan Hasil Uji Mutu

Pendaftaran Pestisida

(Perubahan Nama Formulasi)

1. Dokumen Surat Pernyataan
Merk Dagang

2. Dokumen nomor pendaftaran
Pestisida

3. Dokumen Bukti Pendaftaran
Merk/Sertifikat Merk Dagang
dari HKI MENKUM

Pendaftaran pestisida

(Perubahan dosis/konsentrasi)

1. Telah memiliki nomor
pendaftaran izin tetap yang
masih berlaku

2. Melampirkan laporan Hasil
Uji Efikasi

Pendaftaran Pestisida

(Perluasan Penggunaan)

1. Dokumen Nomor Pendaftaran
Pestisida

2. Dokumen Laporan Uji Efikasi

SK No 152002 C




ol
g
O
0|

By ¢

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I1.B.36

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu

Penerbitan

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pendaftaran Pestisida

(Peralihan Pemegang Nomor

Pendaftaran)

1. Dokumen Surat Perjanjian
serah terima

2. Dokumen nomor pendaftaran
pestisida

3. Dokumen NIB Pemilik Baru
Pestisida
Dokumen surat
penunjukan/jaminan suplai
bahan aktif ke pemilik baru

C. Pendaftaran Pestisida
(Sementara)

1. Pendaftaran pestisida
sementara diberikan dalam
hal keadaan serangan
pengganggu secara massal
(outbreaks) di wilayah
tertentu dan tidak ada
pestisida yang terdaftar
untuk organisme pengganggu
dimaksud

2. Kejadian serangan organisme
pengganggu secara massal

90 Hari

1. Memenuhi syarat
pendaftaran (telah
memenuhi syarat
pendaftaran teknis dan
administrasi) dan

2. Menyampaikan laporan

hasil produksi per 6
(enam) bulan.

Paling lama 1
(satu) tahun

Seluruh

Menteri/
Kepala Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.B.37
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8)

(outbreaks) diusulkan oleh
Dinas yang memiliki fungsi di
bidang pertanian dan/atau
kesehatan di wilayah propinsi
atau kabupaten/kota kepada
direktorat jenderal teknis
Pendaftaran pestisida
sementara diberikan kepada
pemilik nomor pendaftaran
pestisida atau produk
pestisida yang mampu
mengendalikan organisme
pengganggu secara massal
(outbreaks)

Pendaftaran pestisida
sementara berlaku sampai
dengan kejadian serangan
organisme pengganggu secara
massal (outbreak) dapat
dikendalikan atau paling
lama 1 (satu) tahun
Keberhasilan pengendalian
organisme pengganggu
dikeluarkan oleh dinas yang
mewakili fungsi di bidang
pertanian dan/atau
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I1.B.38

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu

Penerbitan

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

kesehatan di wilayah yang
terserang outbreaks.

Pendaftaran Pupuk An-
Organik

A. Pendaftaran Baru

Persyaratan Umum

1. Mengisi formulir pendaftaran

2. Memiliki konsep label dan
deskripsi pupuk

3. Memiliki surat tanda bukti
pendaftaran merek/sertifikat
merek

4. Memiliki bukti pembayaran
PNBP

5. Surat Penunjukkan dari
produsen luar negeri

Persyaratan Teknis

1. Memiliki sertifikat hasil uji
mutu berdasarkan SNI, dalam
hal SNI belum ditetapkan
digunakan persyaratan teknis
minimal (PTM)

2. Memuiliki laporan hasil uji
efektivitas dari lembaga uji
yang ditunjuk

10 Hari

1. Memenuhi syarat
pendaftaran (telah
memenuhi syarat
pendaftran teknis dan
syarat pendaftran
administrasi)

2. Menyampaikan laporan

hasil produksi per 6
(enam) bulan

5 tahun

Seluruh

Menteri/
Kepala Badan

SK No 148356 C




it
g
>
g
%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.B.39
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)

B. Pendaftaran Ulang
Persyaratan Umum

1.

Pelaku Usaha wajib memiliki
Nomor Induk Berusaha dan
KBLI yang sudah ditetapkan

. Dokumen Nomor Pendaftaran

Pupuk

Sertifikat/Bukti Pendaftaran
Merek Dagang dari HKI
MENKUMHAM.

. Sertifikat SPPT SNI bagi pupuk

yang wajib SNI

. Surat Pengantar Pembayaran

PNBP dan Bukti Pembayaran
PNBP

. Konsep desain label kemasan.
. Surat Penunjukkan dari

produsen luar negeri

Persyaratan Teknis

1.

2.

Pendaftaran Ulang 5 tahun:

Dokumen Hasil Uji Mutu

Pendaftaran ulang 10 tahun:

a. Dokumen hasil uji mutu
dan
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C. Perubahan Warna Formula

Persyaratan Umum

1. Pelaku Usaha wajib memiliki
Nomor Induk Berusaha dan
KBLI yang sudah ditetapkan

2. Dokumen Nomor Pendaftaran
Pupuk

Persyaratan Teknis
Dokumen Hasil Uji Mutu

D. Perubahan Produsen/Asal
Formula

Persyaratan Umum

1. Pelaku Usaha wajib memiliki
Nomor Induk Berusaha dan
KBLI yang sudah ditetapkan

2. Dokumen Nomor Pendaftaran
Pupuk

3. Dokumen Surat Kerjasama
atau penunjukkan sebagai
distributor dari produsen baru

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.40
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
b. Dokumen hasil uji
efektifitas
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[1.B.41

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu Kewajiban

Penerbitan

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4) (S)

(6)

(7)

(8)

Persyaratan Teknis

1. Dokumen Hasil Uji Mutu

2. Dokumen laporan hasil uji
efektivitas dari lembaga uji
yang ditunjuk

E. Perubahan/Penambahan
Bahan Kemasan

1. Pelaku Usaha wajib memiliki
Nomor Induk Berusaha dan
KBLI yang sudah ditetapkan

2. Dokumen Nomor Pendaftaran

Pupuk

F. Perubahan Merek Dagang

1. Pelaku Usaha wajib memiliki
Nomor Induk Berusaha dan
KBLI yang sudah ditetapkan

2. Dokumen Nomor Pendaftaran

Pupuk

3. Dokumen Surat Pernyataan
Merk Dagang

4. Dokumen Bukti Pendaftaran

Merk/Sertifikat Merk dari HKI

MENKUMHAM
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Pupuk Hayati, Pembenah
Tanah

Persyaratan Umum

1.

Pelaku Usaha wajib memiliki
Nomor Induk Berusaha dan
KBLI yang sudah ditetapkan

. Mengisi formulir pendaftaran

Memiliki konsep label dan
deskripsi pupuk

. Memiliki surat tanda bukti

pendaftaran merek/sertifikat
merek

. Memiliki bukti pembayaran

PNBP

pendaftaran (telah
memenuhi syarat
pendaftran teknis dan
syarat pendaftran
administrasi)

. Menyampaikan laporan

hasil produksi per 6
(enam) bulan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.42
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
G. Pengalihan Nomor
Pendaftaran
1. Pelaku Usaha wajib memiliki
Nomor Induk Berusaha dan
KBLI yang sudah ditetapkan
2. Dokumen Nomor Pendaftaran
Pupuk
3. Dokumen Akta Notaris
Perjanjian Pengalihan
4. Dokumen NIB Perusahaan
Penerima Pengalihan
7. Pendaftaran Pupuk Organik, | A. Pendaftaran Baru S Hari 1. Memenuhi syarat 5 tahun Seluruh Menteri/

Kepala Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.43
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)

6.

Surat Penunjukkan dari
produsen luar negeri

Persyaratan Teknis

1.

Memiliki sertifikat hasil uji
mutu berdasarkan SNI, dalam
hal SNI belum ditetapkan
digunakan persyaratan teknis
minimal (PTM)

. Memiliki laporan hasil uji

efektivitas dari lembaga uji
yang ditunjuk

B. Pendaftaran Ulang
Persyaratan Umum

1.

Pelaku Usaha wajib memiliki
Nomor Induk Berusaha dan
KBLI yang sudah ditetapkan
Mengisi formulir pendaftaran
Memiliki surat izin usaha
perdagangan (SIUP)/ tanda
daftar usaha perdagangan
(TDUP) pupuk

Memiliki konsep label dan
deskripsi pupuk
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I1.B.44

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu Kewajiban
Penerbitan

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

(7)

(8)

S. Memiliki surat tanda bukti
pendaftaran merek/sertifikat
merek

6. Memiliki bukti pembayaran
PNBP

Persyaratan Teknis

Memiliki sertifikat hasil uji mutu

C. Perubahan Warna Formula

Persyaratan umum

1. Pelaku Usaha wajib memiliki
Nomor Induk Berusaha dan
KBLI yang sudah ditetapkan

2. Dokumen Nomor Pendaftaran
Pupuk

Persyaratan Teknis:
Dokumen Hasil Uji Mutu

D. Perubahan Produsen/Asal
Formula

Persyaratan umum

1. Pelaku Usaha wajib memiliki
Nomor Induk Berusaha dan
KBLI yang sudah ditetapkan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.B.45
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan _
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)

Dokumen Nomor Pendaftaran
Pupuk

. Dokumen Surat Kerjasama

atau penunjukkan sebagai
distributor dari produsen baru

Persyaratan Teknis

1.
2.

Dokumen Hasil Uji Mutu
Dokumen laporan hasil uji
efektivitas dari lembaga uji
yang ditunjuk

. Perubahan/Penambahan

Bahan Kemasan

. Pelaku Usaha wajib memiliki

Nomor Induk Berusaha dan
KBLI yang sudah ditetapkan

. Dokumen Nomor Pendaftaran

Pupuk

. Perubahan Merek Dagang
. Pelaku Usaha wajib memiliki

Nomor Induk Berusaha dan
KBLI yang sudah ditetapkan

. Dokumen Nomor Pendaftaran

Pupuk
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

I1.B.46

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

3. Dokumen Surat Pernyataan
Merk Dagang

4. Dokumen Bukti Pendaftaran
Merk/Sertifikat Merk dari HKI
MENKUMHAM

G. Pengalihan Nomor
Pendaftaran

1. Pelaku Usaha wajib memiliki
Nomor Induk Berusaha dan
KBLI yang sudah ditetapkan

2. Dokumen Nomor Pendaftaran
Pupuk

3. Dokumen Akta Notaris
Perjanjian Pengalihan

4. Dokumen NIB Perusahaan
Penerima Pengalihan

Surat Persetujuan
Penyaluran Benih Kelapa
Sawit (SP2BKS)

Untuk Perusahaan Kelapa Sawit

1. Surat permohonan SP3BKS

2. IUP (dapat ditambahkan
dengan HGU)

3. Surat pernyataan untuk
kebutuhan sendiri dan tidak
diperjualbelikan kepada pihak
lain.

8 Hari

Melaporkan realisasi
SP2BKS secara
berkala

Menyertakan sertifikat
benih bila benih akan
beredar ke kebun
plasma atau dijual ke
masyarakat

12 bulan

Seluruh

Menteri/
Kepala Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.47
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)

4. Rencana penanaman kebun.
S. Laporan realisasi SP2BKS

sebelumnya (dikecualikan bagi
perusahaan perkebunan yang

baru mengajukan).

Untuk Produsen Pembesaran

1. Surat permohonan SP3BKS
2. Izin Usaha Produksi Benih /

Sertifikat Standar

3. Dokumen legalitas lahan
kebun pembenihan

4. Surat Kerjasama dengan
pemilik varietas dan/atau
produsen benih yang
memproduksi benih dalam
bentuk kecambah kelapa
sawit.

5. Rencana Pembesaran Benih

6. Laporan realisasi SP2BKS
sebelumnya (dikecualikan
bagi produsen benih yang
baru mengajukan)

Untuk Pekebun (Perorangan /
Kelompok Tani)
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.B.48
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8)

Surat permohonan SP3BKS
Surat Keputusan Penetapan
Kebun Benth Sumber

Izin Usaha Produksi
Benih/Sertifikat Standar
Laporan realisasi SP2BKS
sebelumnya (dikecualikan
bagi produsen benih yang
baru mengajukan)

Untuk Penelitian / Riset

1.
2.

ook

Surat permohonan SP3BKS
Proposal penelitian/riset
(bagi permohonan baru)
atau laporan perkembangan
penelitian (bagi permohonan
yang sudah pernah)
Rekomendasi pembangunan
kebun induk kelapa sawit
dari Direktur Jenderal
Perkebunan (jika akan
membangun kebun induk)
Izin Usaha Perkebunan

Hak Guna Usaha

Surat pernyataan tentang
penggunaan benih kelapa
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I1.B.49

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4) (5)

(6)

(7)

(8)

sawit untuk kebutuhan
sendiri

Laporan realisasi SP2BKS
sebelumnya (dikecualikan
bagi perusahaan
perkebunan yang baru
mengajukan)

Untuk Pengecambahan di Seed
Processing Unit

1.
2.

S.

3.

Surat permohonan SP3BKS
Surat Keputusan Penetapan
Kebun Benih Sumber

Izin Usaha Produksi
Benih/Sertifikat Standar
Laporan realisasi SP2BKS
sebelumnya (dikecualikan
bagi produsen benih yang
baru mengajukan)

IL

STANDARDISASI PRODUK DAN JASA (C)

Sertifikasi Cara Pembibitan
Ternak Yang Baik

1.

Surat Permohonan yang
ditujukan kepada:
a. Direktur Jenderal

Peternakan dan Kesehatan

14 Hari 1. Melaporkan kegiatan
usaha dan
pengembangan

kegiatan usaha

3 tahun

Lokasi di
kabupaten/
kota

Bupati/Walikota
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membidangi fungsi
peternakan dan kesehatan
hewan di kabupaten/kota
dalam hal kegiatan usaha
berada di daerah
kabupaten/kota.

Foto udara lokasi/denah

lokasi lengkap dengan batas-

batasannya

Alur proses produksi dan

denah tata letak alat

produksi

surveilance paling
kurang 1 kali dalam 1
periode sertifikat.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.50
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Hewan dalam hal kegiatan pembibitan kepada Lokasi di Gubernur
usaha berada di lintas pimpinan instansi lintas
provinsi dan/atau untuk sesuai dengan kabupaten/
perluasan pasar dalam kewenangannya kota dalam
negeri atau luar negeri 2. Menindaklanjuti satu
b. Kepala Dinas yang ketidaksesuaian provinsi
membidangi fungsi penilaian Tim Audit.
peternakan dan kesehatan 3. Menyampaikan surat Untuk Menteri/Kepala
hewan di Provinsi dalam Pernyataan komitmen tujuan Badan
hal kegiatan usaha berada untuk melaksanakan ekspor
di lintas daerah cara pembibitan
kabupaten/kota dalam ternak yang baik
satu provinsi secara berkelanjutan.
c. Kepala Dinas yang 4. Bersedia dilakukan
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di lintas daerah
kabupaten/kota dalam
satu provinsi

c. Kepala Dinas yang
membidangi fungsi
peternakan dan kesehatan

. Pernyataan komitmen

untuk melaksanakan
cara budi daya ternak
yang baik secara
berkelanjutan.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.51
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8)
Dokumen jaminan
mutu/SOP Pernyataan diri
(self-declare) telah
melaksanakan cara
pembibitan ternak yang baik
10. Sertifikasi Cara Budi Daya Surat Permohonan yang 14 Hari . Menerapkan Cara 3 tahun Lokasi di Bupati/Walikota
Ternak Yang Baik ditujukan kepada: Budidaya Ternak yang kabupaten/
a. Direktur Jenderal Baik kepada instansi kota
Peternakan dan Kesehatan yang berwenang
Hewan dalam hal kegiatan . Melaporkan kegiatan Lokasi di Gubernur
usaha berada di lintas usaha dan lintas
provinsi dan/atau untuk pengembangan kabupaten/
perluasan pasar dalam kegiatan usaha budi kota dalam
negeri atau luar negeri daya kepada pimpinan satu
b. Kepala Dinas yang instansi sesuai dengan provinsi
membidangi fungsi kewenangannya
peternakan dan kesehatan . Menindaklanjuti Untuk Menteri/Kepala
hewan di Provinsi dalam ketidaksesuaian tujuan Badan
hal kegiatan usaha berada penilaian Tim Audit. ekspor
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.52
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8)
hewan di kabupaten/kota 5. Bersedia dilakukan
dalam hal kegiatan usaha surveilance paling
berada di daerah kurang 1 kali dalam 1
kabupaten/kota. periode sertifikat.
Foto udara lokasi/denah
Iokasi lengkap dengan batas
batasannya
Alur proses produksi dan
denah tata letak alat
produksi
Dokumen jaminan mutu/
SOP dan
Pernyataan bahwa telah
melaksanakan budidaya
ternak yang baik
11. Penilaian Penerapan Cara Surat Permohonan yang 14 Hari 1. Menerapkan cara 3 tahun Usaha Bupati/Walikota
Penetasan Telur Yang Baik ditujukan kepada: penetasan yang baik berlokasi di
a. Direktur Jenderal 2. Melaporkan kegiatan Kabupaten/
Peternakan dan usaha dan Kota
Kesehatan Hewan dalam pengembangan
hal kegiatan usaha kegiatan usaha
berada di lintas provinsi penetasan kepada
dan/atau untuk pimpinan instansi
perluasan pasar dalam sesuai dengan
negeri atau luar negeri kewenangannya
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c. Kepala Dinas yang
membidangi fungsi
peternakan dan
kesehatan hewan di
kabupaten/kota dalam
hal kegiatan usaha
berada di daerah
kabupaten/kota.

Foto udara Iokasi/denah

Iokasi lengkap dengan batas

batasannya

Alur proses produksi dan

denah tata letak alat

produksi

Dokumen jaminan mutu/

SOP dan

surveilance paling
kurang 1 kali dalam 1
periode sertifikat.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.53
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
b. Kepala Dinas yang 3. Menindaklanjuti

membidangi fungsi ketidaksesuaian

peternakan dan penilaian Tim Audit.

kesehatan hewan di 4. Pernyataan komitmen

Provinsi dalam hal untuk melaksanakan

kegiatan usaha berada di cara penetasan yang

lintas daerah baik secara

kabupaten/kota dalam berkelanjutan.

satu provinsi 5. Bersedia dilakukan
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sumber benih yang
dikeluarkan oleh Direktur
Jenderal atas nama Menteri
dan sesuai dengan prosedur
sertifikasi.

diproduksi.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.B.54
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
5. Pernyataan bahwa telah
melaksanakan budidaya
ternak yang baik
12. Sertifikasi Benih Tanaman A. Sertifikasi benih varietas 14 Hari Menjamin mutu benih | Selama masih Seluruh Menteri/
Pakan Ternak lokal bina yang diproduksi melakukan Kepala Badan
1. Surat permohonan sertifikasi Mendokumentasikan produksi benih
2. Formulir karekteristik data benih yang
morfologi diproduksi
Membuat laporan data
benih yang diproduksi
B. Sertifikasi Benih Bina 14 Hari Menjamin mutu benih | Selama masih Seluruh Menteri/
1. Surat permohonan sertifikasi bina yang diproduksi melakukan Kepala Badan
2. Surat izin produksi benih bina Mendokumentasikan produksi benih
dari bupati/wali kota atau data benih yang
rekomendasi dari kepala diproduksi
UPT/UPTD Membuat laporan data
3. Surat penetapan kebun benih benih yang
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.B.55
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
C. Peredaran benih tanaman 14 Hari 1. Menjamin mutu benih | Selama masih Seluruh Menteri/
pakan ternak bina yang diproduksi melakukan Kepala Badan
1. Surat permohonan sertifikasi 2. Mendokumentasikan produksi benih
2. Sertifikat pelepasan benih data benih yang
tanaman pakan ternak diproduksi
3. Label untuk benih bina dan 3. Membuat laporan data
benih varietas lokal yang akan benih yang diproduksi
diedarkan
13. Sertifikat Cara Pembuatan 1. Persyaratan Umum 30 Hari 1. Menjamin pembuatan 5 tahun Seluruh Menteri/Kepala
Obat Hewan yang Baik a. Fasilitas obat hewan dilakukan Badan
(CPOHB) pembuatan/produksi secara konsisten dan
obat hewan yang dimiliki sesuai dengan
merupakan fasilitas yang standar pembuatan
khusus diperuntukan obat hewan yang
untuk proses pembuatan telah ditetapkan
yang terpisah dari 2. Menyampaikan
fasilitas umum lainnya laporan hasil
(seperti perumahan, inspeksi/audit
perkantoran, dll) internal/ self
. Fasilitas assessment/eksternal
pembuatan/produksi CPOHB maksimal
obat hewan jenis sediaan setiap 2 tahun sekali
farmasetik (antibiotik 3. Menyampaikan
betalaktam dan hormon) pemberitahuan/lapor
harus terpisah secara an apabila terjadi
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fasilitas produksi obat
hewan jenis sediaan
lainnya

Fasilitas
pembuatan/produksi
obat hewan harus
memiliki sarana
pengolahan limbah
terpadu atau kerjasama
dengan pihak ketiga
untuk melakukan
pengolahan limbah
(padat, semi padat, dan
cair) yang dihasilkan oleh
fasilitas produksi obat
hewan

2. Permohonan baru

a.

Dokumen rencana
pembuatan obat hewan
(master design} dan
daftar obat hewan yang
akan dibuat

Dokumen Denah
bangunan (layout)

(administrasi dan
teknis) atas fasilitas
produksi obat hewan
Melakukan penarikan
(recall) obat hewan
yang tidak sesuai
ketentuan; dan
Melakukan tindak
lanjut terhadap obat
produk kembalian
(return) sesuai
ketentuan
Menyampaikan
laporan apabila
terjadi/timbulnya
efek samping obat
hewan.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.56
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8)
fisik dengan bangunan perubahan
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dengan sarana
penunjang kritis seperti
sistem tata udara dan
tata pengolahan air yang
sesuai dengan pedoman
cara pembuatan obat
hewan yang baik
Dokumen induk cara
pembuatan obat hewan
yang baik (site master
file/ SMF) atau dokumen
setara yang
menguraikan dengan
lengkap proses bisnis
pembuatan obat hewan
Dokumen
panduan/manual,
prosedur, instruksi
kerja, dan pencatatan
mutu

Surat hasil penilaian
dokumen CPOHB
Daftar berita acara
penilaian (BAP) inspeksi
CPOHB

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.57
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
pabrik yang dilengkapi
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.58
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Surat hasil corrective
action and preventive
action dan (CAPA) atau
perbaikan dokumen
temuan hasil inspeksi
CPOHB

3. Permohonan ulang

a.

Dokumen daftar
perubahan bermakna
sejak inspeksi CPOHB
terakhir

Daftar berita acara
penilaian (BAP) inspeksi
internal/ self
assessment/inpeksi
eksternal yang
dilaksanakan setiap
tahun

Surat hasil corrective
action and preventive
action dan (CAPA) daftar
temuan atau
penyimpangan sejak
inspeksi terakhir
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.59
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
d. Salinan sertifikat
CPOHB yang telah
diterbitkan sebelumnya
4. Cara Pembuatan Obat yang
Baik (CPOHB) meliputi:
a. Pembuatan produk
farmasi untuk hewan
(sediaan biologik,
farmasetik, dan
premiks)
b. Pembuatan bahan
farmasi untuk hewan
c. Pembuatan Kosmetik
untuk hewan
d. Pembuatan bahan baku
obat alami/tradisional
untuk hewan
e. Pembuatan Obat
alami/Tradisional untuk
Hewan
14. Sertifikat Cara Pembuatan 1. Persyaratan Umum: 67 Hari 1. Menindaklanjuti hasil 5 tahun Seluruh Menteri/
Pakan yang Baik (CPPB) a. surat permohonan ketidaksesuaian Kepala Badan
penilaian CPPB penilaian Tim Audit
b. profil pelaku usaha 2. Menerapkan cara
2. Persyaratan Teknis: pembuatan pakan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.B.60
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
a. foto udara lokasi/denah yang baik dalam
lengkap dengan batas- proses produksi.
batasannya
b. alur proses produksi dan
denah tata letak alat
produksi
c. layout bangunan sesuai
alur produksi
d. struktur organisasi dan
Job description yang jelas
khususnya yang
menangani produksi dan
penjamin mutu pakan
e. sistem jaminan mutu
yang terdokumentasi
15. Sertifikasi Nomor Kontrol Persyaratan administrasi 14 Hari 1. Mencantumkan Nomor 5 tahun Seluruh Gubernur
Veteriner permohonan sertifikasi NKV Kontrol Veteriner wajib (Pejabat Otoritas
dengan melampirkan: pada kemasan bagi Veteriner Provinsi)
a. surat rekomendasi dari yang dipersyaratkan
Daerah Dinas 2. Mengajukan
kabupaten/kota yang surveilans secara
membidangi fungsti berkala sesuai tingkat
peternakan dan NKV yang diterbitkan
Kesehatan hewan
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

I1.B.61

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

b. Form data Umum dan

2. Persyaratan teknis meliputi:

a. Alur proses produksi dan

Khusus unit usaha

denah tata letak alat
produksi

Prosedur tertulis
penerapan hygiene
sanitasi

Surat pernyataan dan
fotokopi ijazah

mempunyai dokter hewan

yang tidak berstatus
aparatur sipil negara
sebagai penanggung
jawab teknis bagi unit
usaha yang
dipersyaratkan sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan
Surat pernyataan
memiliki pekerja teknis
dengan kompetensi di
bidang higiene dan
sanitasi
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varietas hibrida

negeri dan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.62
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Surat keterangan
memiliki pekerja teknis
dengan kompetensi di
bidang kesejahteraan
bagi hewan yang
dipersyaratkan
III. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)
16. Pelepasan Varietas 1. Rekomendasi pelepasan 16 Hari 1. Menjamin Selamanya Seluruh Menteri/
Tanaman Perkebunan varietas oleh Ketua Tim ketersediaan benih sepanjang tidak Kepala Badan
Penilai Varietas penjenis (Breeder dilakukan
2. Laporan akhir pelaksanaan Seed) penarikan
pengujian dalam bentuk 2. Menjamin kebenaran | varietas
ringkasan proposal varietas yang
(executive summary) diedarkan sesuai
3. Surat keterangan deskripsi
persetujuan nama varietas 3. Menarik benih yang
dari Kepala Pusat PVTPP beredar apabila
4. Matrik keunggulan varietas keputusan pelepasan
terhadap pembanding varietas benih
5. Surat izin dari pemilik tersebut dicabut
varietas untuk varietas 4. Menjamin bahwa
introduksi. benih F1 akan
6. Deskripsi tetua untuk dihasilkan di dalam
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bermaterai dari pemilik
varietas yang menyatakan
bahwa produksi benih
hibrida (F1) untuk tanaman
perkebunan akan dilakukan
paling lama 3 (tiga) tahun
untuk tanaman semusim
dan dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) tahun
untuk tanaman tahunan
sejak pelepasan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.63
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. Tanda daftar dari Pusat pengembangan
Perlindungan Varietas produksi untuk lima
Tanaman dan Perizinan tahun ke depan
Pertanian (Pusat PVTPP) . Bila benih tetua
untuk varietas lokal. merupakan benih

8. Surat jaminan produksi introduksi maka
benih hibirida dari pengusul berkewajiban
untuk calon varietas hibrida membangun benih
introduksi sumber dengan

9. Analisis ekonomi dari calon materi tetua jantan
varietas yang diusulkan. dan betina dalam

10. Rencana pengembangan rangka memproduksi
produksi benih untuk 5 benih di Indonesia
(lima) tahun ke depan.

11. Surat pernyataan
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PVTPP

Pernyataan dari pemilik
bahwa benih penjenis
(breeder seed) tersedia, baik
dalam jumlah yang cukup
untuk perbanyakan lebih
lanjut
Rencanapengembangan
produksi benih untuk 5 (lima)
tahun kedepan
Rekomendasi Tim Penilai
Varietas

Deskripsi varietas

Foto morfologi varietas

varietas yang diedarkan
sesuai deskripsi
3. Melaporkan

pengembangan

produksi benih tiap 6

(bulan). Laporan

mencakup:

a. jenis

b. bentuk

c. jumlah

d. area distribusi/
pengembangan
benih

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.64
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8)
12. Surat pernyataan
bermaterai dari pemilik
bahwa benih penjenis
(breeder seed) tersedia
dalam jumlah yang cukup
untuk perbanyakan lebih
lanjut.
17. Pelepasan varietas tanaman Ringkasan laporan hasil 7 Hari 1. Menjamin ketersediaan | Selama pemilik Seluruh Menteri/
pakan ternak akhir pelaksanaan pengujian benih penjenis (breeder | varietas masih Kepala Badan
Surat keterangan persetujuan seed) memenuhi
nama Varietas oleh Pusat 2. Menjamin kebenaran kewajiban
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Hibrida termasuk Tetua
Betina dan Tetua Jantan)
Ringkasan Laporan Hasil
Pengujian

Matriks Keunggulan
Pernyataan dari pemilik
bahwa benih penjenis
(Breeder Seed/BS) atau
tetuanya tersedia dalam
jumlah yang cukup untuk
perbanyakan lebih lanjut
sebagai varietas unggul
nasional

Surat pernyataan rencana
pengembangan produksi
benih selama 5 (lima) tahun
kedepan.

Surat pernyataan
kesanggupan menarik benih
yang beredar apabila SK
Pelepasannya dicabut.

2. Laporan perkembangan | penarikan
sebaran varietas secara | varietas
periodik dilaporkan
kepada Dirjen Tanaman
Pangan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.B.65
No Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
18. Pelepasan Varietas Rekomendasi pelepasan dari 6 Hari 1. Memenuhi kewajiban Selamanya Seluruh Menteri/
Tanaman Pangan Ketua Tim Penilai Varietas sebagai pemilik varietas | sepanjang tidak Kepala Badan
Deskripsi varietas (untuk tanaman pangan dilakukan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I1.B.66

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu Kewajiban
Penerbitan

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4) (S)

(6)

(7)

(8)

10.

11.

Apabila Varietas Introduksi
harus melampirkan izin dari
pemilik varietas

Apabila varietas lokal harus
melampirkan tanda daftar
Apabila varietas hibrida
introduksi yang benihnya
dapat diproduksi di
Indonesia, harus dilengkapi
dengan surat jaminan
produksi benih dari pengusul
Proposal pelepasan varietas
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PRESIDEN

REPUBLIK

INDONESIA

II.D.1

D. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
{1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8)
1. PEREDARAN PRODUK (A)
1. Izin Usaha 1. Surat Permohonan yang 14 Hari 1. Melakukan penju- Sesuai periode | Komoditas Mineral | Menteri/
! Pertambangan ditandatangani di atas alan komoditas penjualan Logam dan | Kepala Badan
! Untuk Penjualan materai oleh direksi badan mineral atau komoditas Batubara
i usaha/Perusahaan batubara tergali mineral atau
i perseorangan atau ketua sesuai dengan batubara dan
Koperasi yang memua jumlah yang sesuai jumlah
informasi: ditetapkan dalam yang ditetapkan
a. Jenis komoditas tergali lzin dalam Izin
b. nglah tonase 2. Memb_ay ar Komoditas Mineral | Gubernur
! Mineral/Batubara penerimaan negara Bukan Logam
tergali sesuai ketentuan Mineral Bukar;
c. kualitas Mineral atau peraturan perun- Logam Jenis Ter-
Batubara yang tergali dang-undangan tentu dan Batuan
disertai dengan atas mineral atau
sertifikat conto dan batubara tergali
analisis Mineral atau yang akan dijual
Batubara_ dari 3. Melaporkan pelak-
laboratorium yang telah .
sanaan kegiatan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11.D.2

No Nomenklatur PB
UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu Kewajiban

Verifikasi

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1) (2)

(3)

(4) (5)

(6)

(7)

(8)

diakreditasi (untuk
Mineral bukan logam
dan batuan tidak
memerlukan sertifikat
conto dan analisis dari
laboratorium)

Menghasilkan Mineral
tergali yang dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

Daftar koordinat dan peta
wilayah lokasi kerja yang
terdapat mineral atau
batubara tergali

Perjanjian jual beli dengan
pembeli apabila Mineral
logam, Mineral bukan
logam, batuan, dan/atau
Batubara yang tergali akan
dijual atau rencana peman-
faatan Mineral bukan logam

termasuk meng-
gunakan sistem
informasi penjualan
komoditas mineral
atau batubara
sesuai ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.D.3
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)

atau batuan tergali untuk
mendapatkan keuntungan
secara komersial

5. Daftar pemegang saham
sampai dengan perseora-
ngan penerima manfaat
akhir (Beneficial Ownership)
yang dilengkapi jumlah/
persentase saham dan
NPWP/Tax ID dari Badan
Usaha

Il. KELAYAKAN OPERASI (B)

2. Persetujuan Studi 1. Surat penyampaian doku- 30 Hari 1. Melaksanakan Selama Izin Panas | Seluruh Menteri/Kepala
Kelayakan / men studi kelayakan program kerja Bumi berlaku Badan
Feasibility Study . eksploitasi dan dalam hal tidak
(FS) Proyek PLTP 2. Dokumen studi kelayakan produksi/pemanfa- | terjadi perubahan

3. Izin lingkungan an sesuai dokumen | kapasitas
FS dan/atau
teknologi
pembangkitan
tenaga listrik
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.D.4
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
2. Menyampaikan pada jangka
laporan jangka waktu eksploitasi

panjang eksploitasi

3. Menyampaikan
laporan berkala
(bulanan,
triwulanan dan
tahunan) serta
Laporan RKAB

4. Memenuhi semua
kewajiban lainnya
untuk tahap
eksploitasi dan
pemanfaatan
sebagaimana
dimaksud Pasal 52
ayat (1) UU
21/2014 dan Pasal
89 PP 7/2017
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.D.5
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
3. Persetujuan Layak A. Persyaratan Umum : 10 Hari Pemegang Izin Paling lama 4 Seluruh Menteri/

Operasi Instalasi
Minyak dan Gas
Bumi

1. Surat permohonan dari
Kepala Teknik pada
Kontraktor, Kepala Teknik
pada Pemegang Izin Usaha
atau Direksi Perusahaan
Usaha Penunjang Minyak
dan Gas Bumi setelah
dilakukan Inspeksi dan
Pemeriksaan Keselamatan
Instalasi yang ditujukan
ke Direktur Teknik dan
Lingkungan Minyak dan
Gas Bumi selaku Kepala

Minyak dan Gas Bumi)

Persyaratan Khusus :

Usaha, Kontraktor
Kontrak Kerja
Sama, Badan
Usaha Pemegang
Izin Pembangunan
dan Pengoperasian
Pipa Gas Bumi
serta Fasilitas dan
Sarana Pendu-
kung untuk
Kepentingan
Sendiri, atau
Badan Usaha

Inspeksi Penunjang
bertanggung jawab
2.1zin Usaha atau Izin Usaha sepenuhnya atas
Sementara (khusus untuk keselamatan
kegiatan usaha hilir instalasi

Setiap perubahan
instalasi wajib
dilaporkan kepada

tahun

Kepala Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.6
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

.Laporan hasil Inspeksi

Teknis Instalasi

Pemeriksaan Keselamatan
Instalasi

.Tindak lanjut Berita Acara

Hasil Inspeksi Teknis dan
Pemeriksaan Keselamatan
Instalasi, apabila ada

.Keterangan Hasil Inspeksi

atau Sertifikat Inspeksi
Peralatan dan Instalasi

.Hasil Penelaahan Desain

dari Kepala Teknik atau
Direksi Perusahaan
Penunjang atau Lembaga
Enjiniring yang ditunjuk
(untuk Instalasi baru atau
Instalasi Eksisting yang

Kepala Inspeksi
Migas serta dapat

. Berita Acara Hasil dg;l:iil;{f;an
Inspeksi Teknis dan ﬁ
eselamatan

terhadap instalasi

Pemeriksaan
Keselamatan
dilakukan kembali
selambat- lambat-
nya 3 (tiga) bulan
sebelum berakhir
masa berlaku
Persetujuan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11.D.7

No Nomenklatur PB
UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Verifikasi

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1) (2)

(3)

(4) (S)

(6)

(7)

(8)

mengalami
perubahan /modifikasi)

6. Persetujuan Layak Operasi
sebelumnya (untuk
Instalasi eksisting)

7. Hasil Analisis Risiko,
apabila disyaratkan

8. Hasil Penilaian
Perpanjangan Umur Layan
(untuk peralatan dan
instalasi yang telah
melewati batas umur
layan desain)

4. *Izin Usaha
Penyediaan Tenaga
Listrik untuk
Kepentingan Sendiri

Kajian teknis dengan

ketentuan dokumen (berba-

hasa Indonesia) berisi:

1. analisis kebutuhan tenaga
listrik

2. lokasi instalasi termasuk
tata letak (gambar situasi)

14 Hari

1. Memenuhi
persyaratan dasar
sesuai kebutuhan
usaha

2. Instalasi yang akan
dioperasikan wajib

10 tahun

Memiliki
fasilitas
instalasi lintas
provinsi
Berada di
wilayah di atas
12 mil laut

Menteri/Kepala
Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.D.8
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(*berlaku untuk diagram satu garis memiliki Sertifikat Pembangkit
seluruh KBLI) jenis dan kapasitas Laik Operasi dengan total
instalasi penyediaan 3. Pengoperasian kapasitas di
tenaga listrik dilakukan oleh atas 10 MW
jadwal pembangunan dan Tenaga Teknik yang Dibiayai baik
jadwal pengoperasian memiliki Sgrtiﬁkat sebagian atau
Kompetensi keseluruhan
4. Peralatan yang
digunakan oleh Anggaran
memenuhi Standar Penda'patan dan
Nasional Indonesia Belanja Negara
yang diberlakukan (APBN)
wajib dan/atau
5. Melaporkan Instalasi tenaga
kegiatan usaha listrik berlokasi
secara berkala pada usaha
setiap 1 (satu) minyak dan gas
Tahun sekali bumi
Memiliki Gubernur
fasilitas

instalasi dalam
daerah provinsi
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.D.9
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
2. Berada di
wilayah sampai
dengan 12 mil
laut dan/atau
pembangkitan
dengan
kapasitas
sampai dengan
10 MW
5. Sertifikat Laik Telah mendapatkan peri- 10 Hari . Memahami dan 5 tahun 1. Lintas wilayah | Menteri/Kepala
Operasi Pengusa- zinan berusaha sesuai menaati peraturan provinsi Badan
haan Panas Bumi dengan sektornya (misalnya perundang-unda- termasuk
untuk Pemanfaatan pelaku usaha yang telah ngan di bidang kawasan hutan
Langsung mendapatkan perizinan keselamatan dan produksi dan
berusaha untuk pemandian kesehatan kerja serta kawasan hutan
alam dan akan perlindungan dan lindung
mengusahakan panas bumi pengelolaan . 5 Kawasan hutan
untuk pemanfaatan lingkungan hidup .
: konservasi
langsung dalam pemandian
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.D.10
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) () @) (4) (5) (6) (7) (8)
alam maka pelaku usaha dan memenuhi 3. Kawasan
hanya memenuhi standar standar yang berlaku konservasi di
pengusahaan panas bumi 5 Melakukan perairan
untuk pemanfaatan ’ dali .
langsung) pengendalian 4. Wllgyah laut
pencemaran lebih dari 12
2. Persyaratan administratif: dan/atau kerusakan (dua belas) mil
. Nomor Induk yang meputs garis pantai ke
Berusaha/Perizinan yang p g P
kegiatan arah laut lepas
Berusaha Sektor .
. . . pencegahan, di seluruh
b. peta situasi lokasi .
. . penanggulangan, Indonesia
pengambilan energi .
- dan pemulihan - :
panas bumi dan - 1. Lintas wilayah Gubernur
. . . fungsi lingkungan
c. salinan bukti/sertifikat hi kabupaten/kota
s . idup
mengikuti pelatihan dalam satu
terkait pemanfaatan 3. Memenuhi standar provinsi,
langsung panas bumi pengarrl;blla.n fluldka termasuk
dari pelaku usaha panas bumi untu kawasan hutan
pemanfaatan .
langsung produksi dan
kawasan hutan
lindung
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kota, termasuk
kawasan hutan
produksi dan
kawasan hutan
lindung
Wilayah laut
paling jauh 1/3
(satu per tiga)
dari wilayah
laut

[
E
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.D.11
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8)
2. Wilayah laut
paling jauh 12
(dua belas) mil
laut diukur dari
garis pantai ke
arah laut lepas
dan/atau ke
arah perairan
kepulauan.
Wilayah Bupati/
kabupaten/ Walikota
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.D.12
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
kewenangan
provinsi.
6. Registrasi Nomor 1. Nomor Identitas SPKLU 14 Hari 1. Memenuhi komitmen Selama pelaku Seluruh Menteri/Kepala
Identitas Stasiun Badan usaha pemohon prasarana dasar usaha menjalan- Badan
Pengisian menyampaikan data skema sesuai kebutuhan kan kegiatan

Kendaraan Listrik
Umum (SPKLU) dan
Stasiun Penukaran
Baterai Kendaraan
Listrik Umum
(SPBKLU)

dan lokasi SPKLU secara

tertulis kepada Menteri

melalui Direktur Jenderal

yang membidangi

Ketenagalistrikan, memuat:

a. skema SPKLU

b. nama badan usaha

c. fasilitas penukaran
baterai

d. alamat SPKLU (Jalan,
Provinsi, Kabupaten /
Kota)

2. Nomor Identitas SPBKLU

usaha (misal
kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang,
izin lingkungan,
persetujuan
bangunan gedung,
SLF, AMDAL,
UKL/UPL, dsb)

2. Instalasi yang akan

dioperasikan wajib
memenuhi
ketentuan sertifikasi
laik operasi

usaha
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.D.13
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)

Badan usaha pemohon
menyampaikan data skema

. Pengoperasian

dilakukan oleh

dan lokasi SPBKLU secara Tenaga Teknik yang
tertulis kepada Menteri memiliki Sertifikat
melalui Direktur Jenderal Kompetensi

yang membidangi
Ketenagalistrikan, memuat:

a. skema SPBKLU

b. fasilitas pengecekan
ulang baterai

alamat SPBKLU (jalan,
provinsi, kabupaten / kota)

. Peralatan yang

digunakan

memenuhi Standar
Nasional Indonesia
yang diberlakukan

. Badan Usaha

Pengoperasian
SPKLU dan SPBKLU
harus memiliki
Perizinan Berusaha
Penunjang Tenaga
Listrik

. Dalam hal terdapat

perubahan data
skema dan lokasi
SPKLU / SPBKLU,
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pembelian Tenaga
Listrik Lintas Negara

persetujuan harga beli
tenaga listrik kepada
menteri yang menyeleng-
garakan urusan peme-
rintahan di bidang
ketenagalistrikan

Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik (IUPTL)

Berita acara HPS

Berita acara kesepaka-
tan/negosiasi

dengan Penanda-
tanganan Kontrak
Kerja Sama (Power
Exchange Agreement)

sesuai dengan
masa berlaku
IUPTL paling
lama 5 (lima)
tahun

I1.D.14
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Badan Usaha wajib
melaporkan
perubahan data
kepada Direktorat
Jenderal
III. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)
7. Persetujuan Harga 1. Surat permohonan 14 Hari Menindaklanjuti Masa berlaku Seluruh Menteri/

Kepala Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2.Kesanggupan Kontrak-
tor memenuhi ketentu-
an peraturan  perun-
dang-undangan

.Kepala Teknik wajib

menaati segala
peraturan umum

paling lama 1
tahun

I1.D.15
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) 2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Informasi perusahaan
(NPWP, komposisi saham,
nama dan NPWP komisaris
utama dan direktur
utama)
Struktur biaya pembang-
kitan tenaga listrik
IV. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)

8 Persetujuan Gudang Persyaratan Umum: 12 Hari .Kepala Teknik Gudang Seluruh Menteri/
Bahan Peledak a. Surat pernyataan di atas bertanggung jawab Permanen Kepala Badan
Minyak dan Gas . . h Bahan

. materai mengenai: sepenuhnya atas
Bumi Peledak: 5
keselamatan dan
1.Kesanggupan Kontrak- tahun
tor memenuhi aspek keamanan gudang Gudan
keselamatan, kesehatan bahan peledak dan S g
) ementara
kerja dan pengelolaan bahan peledak yang Bahan
lingkungan hidup disimpan Peledak:
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B.

pemeriksaan keselama-
tan terhadap keten-
tuan peraturan perun-
dang-undangan

4. Dokumen persya-
ratan dan ketera-
ngan/pernyataan yang
diberikan adalah benar
adanya dan apabila
dikemudian hari ter-
bukti tidak benar akan
dicabut Izinnya sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan

b.Identitas dan Surat Kuasa
Narahubung

Persyaratan Teknis:

a. Persyaratan Gudang
Permanen dan Sementara

pengeluaran,
pengangkutan, dan
pemakaian bahan
peledak sesuai
ketentuan peraturan
perundang-
undangan dan
Standar Nasional
Indonesia

3. Kepala Teknik
menunjuk tim
pengelola bahan
peledak yang
dilengkapi personel
yang memiliki
sertifikat kualifikasi
pengelola bahan
peledak dan/ atau

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.D.16
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
3.Kesediaan dilakukan penyimpanan,
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.D.17
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Bahan Peledak Minyak
dan Gas Bumi:

1. Gambar konstruksi
Gudang Bahan Peledak

2. Layout Gudang Bahan
Peledak

3. Peta Situasi yang
menggambarkan posisi
dan jarak gudang
dengan sarana dan
fasilitas di sekitarnya

4. Rekomendasi Kepolisian
Daerah (Polda untuk
Gudang Permanen dan
Gudang sementara di
darat Untuk Kontainer
penyimpanan bahan
peledak sementara di
atas perairan tidak

juru tembak yang
memiliki surat
persetujuan juru
tembak bahan
peledak dari
Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas
Bumi

4. Kepala Teknik
menyampaikan
pelaporan
pengelolaan bahan
peledak kepada
Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas
Bumi setiap 1 (satu)
bulan sekali atau
sewaktu-waktu
apabila diperlukan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

rekomendasi Polda)

. Struktur Organisasi Tim

Pengelola Bahan Peledak

. Standard Operating

Procedure (SOP)
Pengelolaan Bahan
Peledak

. Berita Acara Inspeksi

Lapangan/Verifikasi
Dokumen Teknis oleh
Inspektur Migas

.Untuk gudang

sementara pemakaian
bersama atau sewa
dilengkapi dengan
perjanjian kerja sama
atau sewa antara
pemilik gudang dan

II.D.18
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
memerlukan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I1.D.19

No Nomenklatur PB
UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Verifikasi

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

pemakai gudang
(Kontraktor), dengan
menyebutkan nama

lokasi (onshore) atau
instalasi (offshore)
termasuk masa berlaku
perjanjian

.Memenuhi ketentuan

dalam Standar Nasional
Indonesia tentang
penanganan bahan
peledak yang aman di
Indonesia atau Standar
lain yang diacu

9 Persetujuan Gudang
Bahan Peledak
Panas Bumi

Salinan pengesahan
pengangkatan kepala
teknik panas bumi
Gambar konstruksi
gudang bahan peledak
dengan skala 1:100

7 Hari

Menyampaikan
laporan triwulanan
tentang penggunaan
dan persediaan bahan
peledak

. Izin gudang

bahan peledak
sementara: 2
tahun

Seluruh

Menteri/Kepala
Badan
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Sisa Komitmen Pasti
ke Wilayah Terbuka

prinsip pengalihan sisa
komitmen pasti ke wilayah
terbuka dari Menteri ESDM
Persyaratan teknis:
a. Surat persetujuan
terminasi
b. Kontrak Kerja Sama
c. Surat rekomendasi SKK
Migas yang disampaikan
setelah diterbitkannya
surat persetujuan
prinsip yang paling
sedikit meliputi:

Sisa Komitmen Pasti

2. Melaporkan hasil
kegiatan pengalihan
sisa Komitmen Pasti
ke wilayah terbuka
setiap 6 bulan sekali
termasuk laporan
keuangan atau
sewaktu-waktu
apabila diperlukan

3. Kewajiban
menyerahkan data
hasil kegiatan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.D.20
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8)

Gambar situasi gudang 2. Izin gudang

bahan peledak dengan bahan peledak

skala 1:5000 tetap: 5 tahun

Rekomendasi penggunaan

gudang bahan peledak

dari kepolisian
10 | Persetujuan Persyaratan administratif 3 bulan 1. Penyerahan Jami- Paling lama 3| Seluruh Menteri/

Pengalihan Nilai berupa surat persetujuan nan Pelaksanaan tahun Kepala Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[1.D.21

No

Nomenklatur PB
UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Verifikasi

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

(7)

(8)

1) Surat pernyataan dari
Kontraktor untuk
menyerahkan
Jaminan Pelaksanaan

2) Peta, koordinat dan
luas wilayah yang
diusulkan dan

3) Rencana kerja, tata
waktu pelaksanaan
kegiatan dan nilai
anggaran

.Surat penarikan piutang

dari Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan
Lelang, apabila piutang
telah diserahkan ke
Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan
Lelang

eksplorasi kepada
Pemerintah

11

Registrasi Usaha
Penunjang Panas
Bumi (RUP)

1. Surat pernyataan kewajiban
perusahaan

4 Hari

1.

Mengikuti keten-
tuan peraturan

3 tahun

Seluruh

Menteri/Kepala
Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[1.D.22
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2. Surat sewa/kepemilikan perundang-unda-
peralatan ngan yang berlaku
3. Surat pernyataan tenaga 2. Semaksimal
ahli mungkin meng-

gunakan barang

4. Company Profile dan jasa produksi

5. Salinan surat izin sesuai dalam negeri
dengaq s.ub bidang usaha 3. Mengutamakan
yang diajukan

penggunaan tena-

6. Laporan keuangan 2 tahun ga kerja Indonesia
terakhir yang telah diaudit dan melaksanakan
oleh auditor independen program pengem-

bangan tenaga
kerja Indonesia

4. Menyampaikan
laporan kegiatan
usaha perusahaan
secara berkala
setiap 6 bulan se-
kali kepada Direk-
torat Panas Bumi
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Air Tanah

{*berlaku untuk
seluruh KBLI)

1.
2.

Formulir permohonan; dan

Dokumen teknis rencana
penggunaan Air Tanah pada
Sungai Bawah Tanah yang
tidak memerlukan
konstruksi pengeboran/
penggalian eksplorasi air
tanah atau laporan
Pengeboran/Penggalian
Eksplorasi Air Tanah
dengan disertai dokumen
pendukung

tuan dalam Izin
Pengusahaan Air
Tanah;

Memasang meter
air;

Membangun sumur
imbuhan atau
sumur resapan;
Membangun sumur
pantau untuk
kriteria tertentu;
Melindungi dan
memelihara
kelangsungan
fungsi air tanah;

konservasi air

tanah :

a. Izin Pengu-
sahaan Air
Tanah baru
(zona
perlindungan
air tanah di
daerah
imbuhan air
tanah paling
lama 3
tahun, zona
aman paling
lama 7
tahun, zona
rawan paling

dengan skala
usaha kecil,
menengah, atau
besar yang
menggunakan
air tanah yang
terletak pada
Cekungan Air
Tanah dan
sumber air
tanah lainnya di
wilayah sungai
lintas provinsi,
wilayah sungai
lintas negara,
dan wilayah

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.D.23
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7 (8)

untuk dilakukan

evaluasi dan

verifikasi
12 | Izin Pengusahaan Permohonan Baru 30 Hari 1. Memenuhi keten- 1. Sesuai zona Setiap KBLI Menteri/

Kepala Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.D.24
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Perpanjangan Mencegah lama 5 sungai strategis
kerusakan tahun, dan nasional

1. Formulir permohonan; lingkungan; zona kritis Keterlanjuran
Dokumen Izin Pengusahaan Tidak menggangu paling lama konstruksi
Air Tanah yang akan sumber air tanah 4 tahun) berupa sumur
diperpanjang; untuk kebutuhan atau bor/gali air

3. dokumen perizinan pokok sehari-hari b. Perpanja- tanah dan/atau
berusaha yang memuat masyarakat sekitar; ngan Izin eneounaan air
klasifikasi baku lapangan Menyampaikgn Pengusaha— fanflfl::an o Izin
usaha Indonesia milik laporan teknis an Air P hp
Pelaku Usaha sesuai untuk debit Tanah: -

. Air Tanah
dengan kegiatan pengajuan tertentu; 1) zona
X memberikan perlindung (Penataan)

penggunaan air tanah; bantuan an air dimohonkan

4. surat pernyataan pemenuhan tanah untuk:
bermeterai yang kebutuhan air pada a. konstruksi
menyatakan tanah lokasi untuk masyarakat daerah berupa
sumur bor/gali air tanah sekitar; imbuhan sumur
yang dipergunakan tidak air tanah bor/gali air
dalam proses sengketa; paling tanah tanpa

5. surat keterangan telah lama 3 Izin
membuat sumur imbuhan tahun Pengusahaan
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keuangan lainnya dalam 1
(satu) tahun terakhir sesuai
dengan ketentuan

hasil penataan
diberikan un-

Cekungan Air
Tanah dan
sumber air

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.D.25
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
atau sumur resapan 10. melakukan usaha 2) zona aman Air Tanah;
disertai foto geotagging penghematan air paling dan/atau
sumur imbuhan atau dap pf:ngendalian lama 7
sumur resapan yang telah terjadinya tahun, b. penggunaan
dibangun; pencemaran air 3) zona air tanah
surat keterangan telah 11 tanal'tl); kan ak rz::lyan tanpa lzin
membuat sumur pantau ) Eeerg er; Ezatuies f; rrizgs Ptf:ngusahaan
disertai foto geotagging P P Air Tanah
sipil negara yang tahun

sumur pantau yang telah berwenang untuk 4) zona Kritis Setiap KBLI Gubernur
dibangun, dalam hal melakukan paling dengan skala
dipersyaratkan; . pemeriksaan lama 4 usaha mikro,
rekap1tu1'a31 deplt terhadap sumur tahun, kecil, mene-
pengambilan air tanah bor/gali air tanah; 5) zona rusak ngah, atau
bulanan selama 1 (satu) paling besar yang
tahun terakhir; lama 3 menggunakan
bukti setor pajak air tanah 2 Loin lga::lgllsa air tanah yang
dan/atau kewajiban . -

/ Y haan Air Tanah terletak pada
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.D.26
No Nomenkiatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
peraturan perundang- 12. menyediakan lahan tuk jangka tanah lainnya di

10.

undangan;
dokumentasi sumur
bor/gali air tanah, sarana

dan prasarana penggunaan

air tanah lainnya yang
terbangun saat ini dalam
kompilasi foto geotagging;

dan

untuk debit pengambilan
air tanah lebih dari 10
m3/hari (sepuluh meter
kubik per hari), dilengkapi
dengan:

a.

b.

laporan teknis 1 (satu)
tahun terakhir;
gambar log bor dan
gambar konstruksi
sumur bor/gali air
tanah; dan

untuk
pembangunan
sumur pantau yang
akan dibangun oleh
pemerintah, dengan
ketentuan
penyediaan lahan
tidak
menghilangkan
kewajiban
membangun sumur
pantau bagi
pemegang Izin
Pengusahaan Air
Tanah;

waktu paling
lama 2 tahun
dan dapat
diperpanjang,
kecuali untuk
penggunaan
Air Tanah pada
zona rusak
tidak diberikan
perpanjangan

wilayah sungai
lintas kabupa-
ten/kota dan
skala usaha
mikro yang
menggunakan
air tanah yang
terletak pada
Cekungan Air
Tanah dan
sumber air
tanah lainnya di
wilayah sungai
lintas provinsi,
wilayah sungai
lintas negara,
dan wilayah
sungai strategis
nasional
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11.D.27
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
c. dokumen data dan 13. memberikan ganti Keterlanjuran
analisis uji rugi kepada konstruksi

pemompaan.

Keterlanjuran konstruksi
berupa sumur bor/gali air
tanah dan/atau penggunaan
air tanah tanpa Izin
pengusahaan air tanah
{Penataan)

1. Formulir permohonan
dengan disertai dokumen
pendukung sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

2. Surat pernyataan

bermeterai yang memuat:

a. Telah melaksanakan
konstruksi berupa
sumur bor/gali Air

14.

15.

masyarakat sekitar
apabila kegiatan
pengusahaan air
tanah yang
dilakukan
menimbulkan
kerugian;
melaporkan apabila
ditemukan hal yang
dapat
membahayakan
lingkungan; dan
membayar pajak air
tanah dan
kewajiban
keuangan lainnya.

berupa sumur

bor/gali air

tanah dan/atau
penggunaan air
tanah tanpa Izin

Pengusahaan

Air Tanah

(Penataan)

dimohonkan

untuk:

a. konstruksi
berupa
sumur
bor/gali air
tanah tanpa
Izin Pengu-
sahaan Air
Tanabh,;
dan/atau
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penggunaan Air Tanah
tanpa Izin Pengusahaan
Air Tanah;

. Lokasi yang

dipergunakan tidak
dalam proses sengketa;

. Bersedia membayar

denda administratif
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan; dan

. Bersedia mengikuti

ketentuan Peraturan

usaha mikro,
kecil,
menengah, atau
besar yang
menggunakan
air tanah yang
terletak pada
Cekungan Air
Tanah dan
sumber air
tanah lainnya
di wilayah
sungai dalam

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.D.28
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
Tanah tanpa Izin b. penggunaan
Pengusahaan Air Tanah air tanah
dan/atau menggunakan tanpa Izin
Air Tanah tanpa Izin Pengusa-
Pengusahaan Air Tanah haan Air
atau yang telah habis Tanah
masa berlaku izinnya,; Setiap KBLI Bupati/
. Jangka waktu dengan skala Walikota
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I1.D.29

No

Nomenklatur PB
UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Verifikasi

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Menteri ini dengan satu
disertai dokumen kabupaten/

pendukung. kota
2. Penataan Izin

Pengusahaan
Air Tanah
dimohonkan
untuk:

a. konstruksi
berupa
sumur
bor/gali air
tanah tanpa
Izin
Pengusaha-
an Air
Tanah; atau

b. penggunaan
air tanah
tanpa Izin
Pengusaha-
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habis masa

berlakunya.

g
b/
S
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.D.30
No Nomenklatur PB Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
UMKU Verifikasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
an Air
Tanah atau
yang telah
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.LE.1

E. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

No | Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8)
I. FEREDARAN PRODUK (A)
1 | e ~“Ekspor Zat Radioaktif | 1. Dokuinen teknis fasilitas 10 Hari setelah 1. Melakukan kegiatan impor 5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan
e *Impor Zat Radioaktif radiasi memenuhi dan ekspor zat radioaktif
2. Dokumen program persyaratan dan sesuai dengan PB UMKU yang
(*berlaku untuk seluruh proteksi dan melakukan diterbitkan
KBLJ) keselamatan radiasi pembayaran 2. Memastikan bahwa ketentuan
3. Dokumen program proteksi dan keselamatan
keamanan zat radioaktif radiasi, dan keamanan zat
4. Dckumen bukti radioaktif dilakukan
kepemilikan dan/atau 3. Melaksanakan ketentuan
penguasaan sumber yang tertuang dalam sistem
radiasi pengion manajemen
5. Dokumen sistem 4. Memberikan akses kepada
manajemen BAPETEN untuk melakukan
6. Jaminan finansial untuk inspeksi
pelaksanaan 5. Menindaklanjuti
penanganan limbah ketidaksesuaian hasil
radioaktif inspeksi sesuai jangka waktu
7. Dokumen program yang disepakati
pengelolaan limbah 6. Menyampaikan laporan
radioaktif verifikasi keselamatan dan
keamanan zat radioaktif
kepada BAPETEN secara
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

II.LE.2

g i

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

berkala setiap tahun
terhitung sejak PB UMKU
diterbitkan

. Menyampaikan rekapitulasi

impor dan ekspor zat
radioaktif kepada BAPETEN
secara berkala setiap 6 bulan
terhitung sejak PB UMKU
diterbitkan

. Melakukan pengelolaan

limbah radioaktif sesuai
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif

e *Impor Pembangkit
Radiasi Pengion

¢ *Ekspor Pembangkit
Radiasi Pengion

(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

1. Dokumen program

proteksi dan
keselamatan radiasi

. Dokumen bukti

kepemilikan dan/atau
penguasaan sumber
radiasi pengion

. Dokumen sistem

manajemen

10 Hari setelah
memenuhi
persyaratan dan
melakukan
pembayaran

. Melakukan kegiatan impor

dan ekspor pembangkit
radiasi pengion sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

. Memastikan bahwa ketentuan

proteksi dan keselamatan
radiasi, dan keamanan zat
radioaktif dilakukan

. Melaksanakan ketentuan

yang tertuang dalam sistem
manajemen

5 tahun

Seluruh

Menteri/Kepala Badan
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

II.LE.3

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(S)

(6)

(7)

(8)

. Memberikan akses kepada

BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

. Menindaklanjuti

ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

. Menyampaikan laporan

verifikasi keselamatan kepada
BAPETEN secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

. Menyampaikan rekapitulasi

realisasi impor dan ekspor
kepada BAPETEN secara
berkala setiap 6 bulan
terhitung sejak PB UMKU
diterbitkan

*Impor dan/atau
Pengalihan Barang
Konsumen yang
Mengandung Zat
Radioaktif

(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

1.

2.

Dokumen teknis fasilitas
radiasi

Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

. Dokumen program

pengelolaan limbah
radioaktif

S Hari setelah
memenuhi
persyaratan dan
melakukan
pembayaran

. Melakukan kegiatan impor

dan/atau pengalihan barang
konsumen yang mengandung
zat radioaktif sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

. Melaksanakan proteksi dan

keselamatan radiasi sesuai

5 tahun

Seluruh

Menteri/Kepala Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK [INDONESIA

II.LE.4

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

dokumen persyaratan PB
UMKU

. Memberikan akses kepada

BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

. Menindaklanjuti

ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati
Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan kepada
BAPETEN secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan
Menyampaikan rekapitulasi
realisasi impor dan
pengalihan kepada BAPETEN
secara berkala setiap 6 bulan
terhitung sejak PB UMKU
diterbitkan

Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif

*Ekspor Barang
Konsumen yang

1. Dokumen teknis fasilitas
radiasi

5 Hari setelah
memenuhi

. Melakukan kegiatan ekspor

barang konsumen yang

5 tahun

Seluruh

Menteri/Kepala Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.LE.5

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Mengandung Zat
Radioaktif

(*berlaku untuk seluruh
KBLI)

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi

3. Dokumen program
pengelolaan limbah
radioaktif

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

mengandung zat radioaktif
sesuai dengan PB UMKU yang
diterbitkan

Melaksanakan proteksi dan
keselamatan radiasi sesuai
dokumen persyaratan PB
UMKU

. Melaksanakan ketentuan

yang tertuang dalam sistem
manajemen

. Memberikan akses kepada

BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesual jangka waktu
yang disepakati
Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan kepada
BAPETEN secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan
Menyampaikan rekapitulasi
realisasi ekspor kepada
BAPETEN secara berkala
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.LE.6
No | Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku | Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
setiap 6 bulan terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan
8. Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif
5 e Ekspor Bahan Nuklir . Dokumen spesifikasi 10 Hari setelah Melakukan 5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

untuk Menunjang teknis bahan nuklir memenuhi ekspor/impor/pengalihan bahan

Kegiatan Instalasi . Program proteksi dan persyaratan dan | nuklir dengan memenuhi

Nuklir keselamatan radiasi melakukan persyaratan keselamatan,

e Impor Bahan Nuklir . Prosedur yang terkait pembayaran keamanan, dan garda-aman

untuk Menunjang dengan penanganan dan

Kegiatan Instalasi pengangkutan bahan

Nuklir nuklir

o Pengalihan Bahan . Dokumen rencana

Nuklir untuk proteksi fisik

Menunjang Kegiatan . Dokumen sistem

Instalasi Nuklir safeguards

. Sertifikat kalibrasi alat
ukur proteksi radiasi
II. KELAYAKAN OPERASI (B
6 | Konstruksi Fasilitas . Dokumen teknis fasilitas 45 Hari setelah 1. Melaksanakan konstruksi 5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan

Produksi Radioisotop dan
Radiofarmaka yang

radiasi

memenuhi
persyaratan dan

sesuai dengan dokumen

teknis fasilitas radiasi yang
telah disetujui oleh BAPETEN
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ILE.7
No | Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
Menunjang Layanan . Dokumen program melakukan 2. Melaksanakan konstruksi
Kedokteran Nuklir proteksi dan pembayaran paling lambat 2 tahun
keselamatan radiasi terhitung sejak PB UMKU
. Dokumen program konstruksi diterbitkan
keamanan zat radioaktif 3. Melaksanakan ketentuan
. Dokumen program proteksi dan keselamatan
komisioning radiasi, dan ketentuan
. Dokumen program keamanan zat radioaktif
pengelolaan limbah 4. Melaksanakan ketentuan
radioaktif yang tertuang dalam sistem
. Dokumen sistem manajemen
manajemen 5. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi
6. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati
7. Memastikan uji untuk
masing-masing struktur,
sistem, dan komponen
8. Memastikan uji terintegrasi
struktur, sistem, dan
komponen dengan sumber
radiasi pengion
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

keselamatan radiasi
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

. Dokumen program

keamanan zat radioaktif
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

. Dokumen sistem

manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap operasi

. Dokumen program

perawatan

. Dokumen program

dekomisioning fasilitas
sumber radiasi pengion

. Jaminan finansial untuk

pelaksanaan
dekomisioning dan
penanganan limbah
radioaktif

yang tertuang dalam sistem
manajemen pada tahap
operasi

3. Melaksanakan ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi, dan ketentuan
keamanan zat radioaktif

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Melakukan tindakan yang
diperlukan untuk mencegah
pemindahan tidak sah,
pencurian, dan sabotase zat
radioaktif

7. Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan dan

I.LE.8
No | Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)

7 | Operasi Fasilitas . Laporan hasil 30 Hari setelah . Melaksanakan kegiatan dan 5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan
Produksi Radioisotop dan pelaksanaan memenuhi menghasilkan produk sesuai
Radiofarmaka yang komisioning persyaratan dan dengan PB UMKU yang
Menunjang Layanan . Dokumen program melakukan diterbitkan
Kedokteran Nuklir proteksi dan pembayaran . Melaksanakan ketentuan
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diperbarui sesuai dengan
tahap dekomisioning

. Melakukan penanganan

limbah radioaktif yang
ditimbulkan dari pelaksanaan
dekomisioning

. Melaksanakan sistem

manajemen pada saat proses
dekomisioning dilakukan

. Memberikan akses kepada

BAPETEN untuk melakukan
inspeksi pada saat proses
dekomisioning

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.LE9
No | Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
8. Dokumen program keamanan secara berkala
pengelolaan limbah setiap tahun terhitung sejak
radioaktif PB UMKU diterbitkan
. Melakukan perawatan sesuai
dengan program perawatan
. Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif
8 Dekomisioning Fasilitas 1. Dokumen program 30 Hari setelah . Pelaku Usaha menghentikan Sampai Seluruh Menteri/Kepala Badan
Produksi Radioisotop dan dekomisioning yang memenuhi kegiatannya secara tetap terbitnya
Radiofarmaka yang diperbarui sesuai dengan | persyaratan dan . Melaksanakan kegiatan pernyataan
Menunjang Layanan kondisi terkini melakukan dekomisioning setelah PB pembebasan
Kedokteran Nuklir 2. Dokumen sistem pembayaran UMKU dekomisioning dari
manajemen yang diterbitkan pengawasan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.LE.10
No | Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
6. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati
7. Melaporkan hasil pelaksanaan
dekomisioning kepada
BAPETEN
9 Pernyataan Pembebasan . Laporan pelaksanaan 30 Hari setelah Memberikan akses kepada - Seluruh Menteri/Kepala Badan
Fasilitas Produksi dekomisioning memenuhi BAPETEN untuk melakukan
Radioisotop dan . Laporan pelaksanaan persyaratan dan | inspeksi
Radiofarmaka yang sistem manajemen melakukan
Menunjang Layanan pembayaran
Kedokteran Nuklir
10 | Konstruksi Fasilitas . Dokumen teknis fasilitas 435 Hari setelah 1. Melaksanakan konstruksi 5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan
Produksi Radiofarmaka radiasi memenuhi sesuai dengan dokumen
yang Menunjang Layanan . Dokumen program persyaratan dan teknis fasilitas radiasi yang
Kedokteran Nuklir proteksi dan melakukan telah disetujui oleh BAPETEN
keselamatan radiasi pembayaran 2. Melaksanakan konstruksi
. Dokumen program paling lambat 2 tahun
keamanan zat radioaktif terhitung sejak PB UMKU
. Dokumen program konstruksi diterbitkan
komisioning 3. Melaksanakan ketentuan
. Dokumen program proteksi dan keselamatan
pengelolaan limbah radiasi, dan ketentuan
radioaktif keamanan zat radioaktif
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.LE.11

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu Kewajiban
Penerbitan

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1)

(2)

(3)

(4) (S)

(6)

(7)

(8)

6. Dokumen sistem
manajemen

4. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

5. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

6. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

7. Memastikan uji untuk
masing-masing struktur,
sistem, dan komponen

8. Memastikan uji terintegrasi
struktur, sistem, dan
komponen dengan sumber
radiasi pengion

11

Operasi Fasilitas
Produksi Radiofarmaka
yang Menunjang Layanan
Kedokteran Nuklir

1. Laporan hasil
pelaksanaan
komisioning

2. Dokumen program
proteksi dan
keselamatan radiasi
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

30 Hari setelah 1. Melaksanakan kegiatan dan
memenuhi menghasilkan produk sesuai
persyaratan dan dengan PB UMKU yang
melakukan diterbitkan
pembayaran 2. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen pada tahap
operasi

5 tahun

Seluruh

Menteri/Kepala Badan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.LE.12
No | Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku | Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) 4) (S) (6) (7) (8)

. Dokumen program

keamanan zat radioaktif
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

. Dokumen sistem

manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap operasi

. Dokumen program

perawatan

. Dokumen program

dekomisioning fasilitas
sumber radiasi pengion

. Jaminan finansial untuk

pelaksanaan
dekomisioning dan
penanganan limbah
radioaktif

. Dokumen program

pengelolaan limbah
radioaktif

3. Melaksanakan ketentuan
proteksi dan keselamatan
radiasi, dan ketentuan
keamanan zat radioaktif

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

6. Melakukan tindakan yang
diperlukan untuk mencegah
pemindahan tidak sah,
pencurian, dan sabotase zat
radioaktif

7. Menyampaikan laporan
verifikasi keselamatan dan
keamanan secara berkala
setiap tahun terhitung sejak
PB UMKU diterbitkan

8. Melakukan perawatan sesuai
dengan program perawatan

9. Melakukan pengelolaan
limbah radioaktif sesuai
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diperbarui sesuai dengan
tahap dekomisioning

. Melakukan penanganan

limbah radioaktif yang
ditimbulkan dari pelaksanaan
dekomisioning

. Melaksanakan sistem

manajemen pada saat proses
dekomisioning dilakukan

. Memberikan akses kepada

BAPETEN untuk melakukan
inspeksi pada saat proses
dekomisioning

. Menindaklanjuti

ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

. Melaporkan hasil pelaksanaan

dekomisioning kepada
BAPETEN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.LE.13
No | Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
dengan program pengelolaan
limbah radioaktif
12 | Dekomisioning Fasilitas 1. Dokumen program 30 Hari setelah . Pelaku Usaha menghentikan Sampai Seluruh Menteri/Kepala Badan
Produksi Radiofarmaka dekomisioning yang memenuhi kegiatannya secara tetap terbitnya
yang Menunjang Layanan diperbarui sesuai dengan | persyaratan dan . Melaksanakan kegiatan pernyataan
Kedokteran Nuklir kondisi terkini melakukan dekomisioning setelah PB pembebasan
2. Dokumen sistem pembayaran UMKU dekomisioning dari
manajemen yang diterbitkan pengawasan
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. Dokumen program

keamanan zat radioaktif

. Dokumen program

komisioning

. Dokumen program

pengelolaan limbah
radioaktif

. Dokumen sistem

manajemen

2. Melaksanakan konstruksi
paling lambat 2 tahun
terhitung sejak PB UMKU
konstruksi diterbitkan

3. Melaksanakan ketentuan
yang tertuang dalam sistem
manajemen

4. Memberikan akses kepada
BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

5. Menindaklanjuti
ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yang disepakati

II.LE.14
No | Nomenklatur PB UMKU Persyaratan Jangka Waktu Kewajiban Masa Berlaku Parameter Kewenangan
Penerbitan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
13 | Pernyataan Pembebasan . Laporan pelaksanaan 30 Hari setelah Memberikan akses kepada - Seluruh Menteri/Kepala Badan
Fasilitas Produksi dekomisioning memenuhi BAPETEN untuk melakukan
Radiofarmaka yang . Laporan pelaksanaan persyaratan dan | inspeksi
Menunjang Layanan sistem manajemen melakukan
Kedokteran Nuklir pembayaran
14 | Konstruksi Fasilitas . Dokumen teknis fasilitas 90 Hari setelah 1. Melaksanakan konstruksi 5 tahun Seluruh Menteri/Kepala Badan
Pengelolaan Limbah radiasi memenuhi sesuai dengan dokumen
Radioaktif . Dokumen program persyaratan dan rencana teknis fasilitas
proteksi dan melakukan radiasi yang telah disetujui
keselamatan radiasi pembayaran oleh BAPETEN
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II.LE.15

No

Nomenklatur PB UMKU

Persyaratan

Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban

Masa Berlaku

Parameter

Kewenangan

(1) (2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

. Memastikan uji untuk

masing-masing struktur,
sistem, dan komponen

. Memastikan uji terintegrasi

struktur, sistem, dan
komponen dengan sumber
radiasi pengion

15 | Operasi Fasilitas
Pengelolaan Limbah
Radioaktif

. Laporan hasil

pelaksanaan
komisioning

. Dokumen program

proteksi dan
keselamatan radiasi
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

. Dokumen program

keamanan zat radioaktif
yang diperbarui sesuai
dengan tahap operasi

. Dokumen sistem

manajemen yang
diperbarui sesuai dengan
tahap operasi

. Dokumen program

perawatan

90 Hari setelah
memenuhi
persyaratan dan
melakukan
pembayaran

. Memastikan bahwa kegiatan

yvang dilakukan sesuai dengan
PB UMKU yang diterbitkan

. Melaksanakan ketentuan

yang tertuang dalam sistem
manajemen pada tahap
operasi

. Memastikan bahwa ketentuan

proteksi dan keselamatan
radiasi, dan ketentuan
keamanan zat radioaktif
dilakukan

. Memberikan akses kepada

BAPETEN untuk melakukan
inspeksi

. Menindaklanjuti

ketidaksesuaian hasil
inspeksi sesuai jangka waktu
yvang disepakati

5 tahun

Seluruh

Menteri/Kepala Badan
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